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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PBPH PT SILVA SELARAS UTAMA
UNTUK KEGIATAN AUDIT KHUSUS PENGAKTIFAN KEMBALI S-PHL

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.
b.

Nama LPVI
Alamat Kantor

Email

Website

Nomor Akreditasi KAN
sebagai LPVI

Penetapan sebagai LPVI

Pelaksana Penilaian
Kinerja PHL dan VLHH

Tim Audit Penilikan Ke-1

Tim Audit Khusus

Pengambil Keputusan

2. IDENTITAS AUDITI

Nama Auditi
Alamat Kantor

Email

Nomor SK PBPH
Luas dan Lokasi Areal
PBPH

Nomor S-PHL

Masa Berlaku

MR auditi untuk
kegiatan audit khusus

PT Trustindo Prima Karya

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa
No. 80 Samarinda.75121

trustindoprimakarya@gmail.com

www.trustindo.net

LPVI-017-IDN

Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri
Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025

1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit

2. Ir. Suhardi (Auditor Prasyarat dan VLHH Kayu)

3. Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi)

4. Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor Ekologi)

1. Ir Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit

2. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Prasyarat, Produksi dan VLHH)
Ir. Kurnia, IPU

PT Silva Selaras Utama
JI. Kemakmuran No. 24 Kelurahan Gunung Lingai Kec. Sungai
Pinang, Samarinda

SK.797/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021
35.640 Hektar di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

065.SPHL.017

23 September 2024 - 22 September 2030
Wandi Gumelar
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILIKAN KE-1

No. | Tahapan Kegiatan Audit Waktu Ringkasan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan

1. Pertemuan koordinasi 27 Maret 2026 Dilakukan secara online menggunakan
dengan : Direktorat PUPH aplikasi Zoom Meeting.
sebelum penilaian lapangan Terdapat informasi tentang auditi untuk

dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya.

2. Pertemuan koordinasi 30 Maret 2026 Dilakukan secara off line di kantor instansi
dengan : instansi BPHL Wil. XIIl Samarinda di Samarinda
kehutanan di daerah Hasil pelaksanaan koordinasi
sebelum penilaian lapangan didokumentasikan menggunakan form F1-

02.5a Rev.1

30 Maret 2026 Dilakukan secara off line di kantor instansi
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda
Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1

3. Rapat konsultasi publik - Tidak dilakukan konsultasi publik karena

audit penilikan ke-1

4, Pelaksanaan penilaian 31 Maret-5 Dilaksanakan di kantor lapangan dan areal
lapangan April 2026 PBPH auditi.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan
pertemuan pembukaan, untuk
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan
pertemuan penutupan, untuk
menyampaikan hasil audit dan
kesimpulannya.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan

dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7

Rev.1 dan untuk pertemuan penutupan form

F1-02.9 Rev.1

Pelaksanaan audit meliputi :

a) Penilaian kinerja PHL menggunakan
Standar Penilaian Kinerja PHL sesuai
Lampiran 1.1 SK.9895 dan SE Dirjen
PHL Nomor 2 tahun 2026 oleh auditor
prasyarat ( Suhardi), produksi (Rafael
Satria Harja Sumarta), ekologi (Bayu
Satria Pramana) dan sosial (Wasis
Kuncoro).

b) Verifikasi legalitas hasil hutan
menggunakan Standar VLHH Kayu
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh
auditor VLHH Hulu (Suhardi)

Hasil audit dari masing-masing auditor,

dicatat menggunakan checklist sesusi form

F1-02.8 Rev.1
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No. | Tahapan Kegiatan Audit Waktu Ringkasan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
5. Pertemuan koordinasi 6 April 2026 = Dilakukan secara off line di kantor instansi
dengan : instansi Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda
kehutanan di daerah untuk melaporkan hasil audit dan tindak
setelah penilaian lapangan lanjutnya atas informasi yang disampaikan

pada koordinasi awal.

= Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1

6 April 2026 = Dilakukan secara offine di kantor instansi
BPHL Wil. XIIl Samarinda di Samarinda
untuk melaporkan hasil audit dan tindak
lanjutnya atas informasi yang disampaikan
pada koordinasi awal.

= Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1

4. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT KHUSUS PENGAKTIFAN KEMBALI S-PHL

1.

Pertemuan Pembukaan

Tanggal / Jam : 9Juli 2026 / 08.30 — 10.00 wita
Tempat . Kantor PT Silva Selaras Utama
Catatan . Dibuatkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadimya, terdokumentasi

sesuai F1-02.7 Rev.1 dan F1-02.11 Rev.1

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal / Jam 10 Juli 2026
Tempat . Areal PBPH PT Silva Selaras Utama di Kab. Kutai Timur
Catatan . a) Melaksanakan verifikasi dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan, untuk setiap verifier pada Standar Penilaian Kinerja PHL
meliputi: verifier2.1.3;2.2.1;2.4.1;2.4.2,;2.4.3;25.2,;2.5.3;3.1.2;3.4.2;
3.4.3,;35.2;44.4;,45.1;4.5.3, dan Standar VLHH Kayu meliputi: verifier
2.21a;2.2.1b;2.2.1c; 4.1.2b; 5.2.2

b) Hasil penilaian / verifikasi beserta nilai yang diberikannya, dicatat pada
checklist audit sesuai Form Form F1-02.8 Rev.1 dan Form F1-03.6a

Rev.1
Pertemuan Penutupan
Tanggal / Jam 11 Juli 2026 / 15.00 wita - selesai
Tempat . Kantor Base Camp PT Silvia Selaras Utama (Kec. Karangan)
Catatan . Menyampaikan hasil dan kesimpulan audit.
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5. HASIL AUDIT :

4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL :

| A. | Aspek PRASYARAT

1.

Indikator 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

a.

Verifier 1.1.1

Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas
sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku
laporan TBT, Peta TBT dan BATB).

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

PT SSU memiliki dokumen legal SK PBPH untuk pemanfaatan hutan tanaman dan
dokumen administrasi tata batas sesuai keputusan Menteri yang menangani
masalah kehutanan sebagai berikut :

1) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
No. SK.413/1/KLHK/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberian Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri
(IUPHHK HTI) kepada PT Silva Selaras Utama atas areal Hutan Produksi
seluas + 35.640 ha pada wilayah KPHP Unit XVIII di Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur.

2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. SK.797/MENLHK/SEJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 17
September 2021 yang mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu hutan tanaman.

Terhitung saat ini (2026), umur izin usaha (PBPH) < 6 tahun. SK PBPH berlaku

untuk 60 tahun sampai dengan tanggal 25 November 2080.

Realisasi pemancangan pal batas areal kerja PBPH sampai dengan saat ini (2026)

mencapai 0 Km (0%) dari total rencana tata batas areal PBPH sepanjang 267,38

Km.

Ketersediaan dokumen tata batas berupa dokumen sebagai berikut :

1) Rencana TBT No. 7/KUH-2/IUPHHK-HTI/2021 Dr. FX.Herwirawan,S.Hut.M,Si.
dengan NIP 197004051996031001 sepanjang 267.380 meter.

2) Surat Permohonan Instruksi Kerja Penataan Batas pada Kawasan Hutan atas
IUPHHK-HTI/PBPH PT Silva Selaras Utama No. 01/Dir-BPKH/TTB-
SSU/SSU/VINN2021 tanggal 18 Agustus 2024 oleh Direktur PT Silva Selaras
Utama atas nama Ir. Fandi Utomo kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah IV Samarinda

Verifier 1.1.2

Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya

Bobot

2

NILAI

BURUK

Uraian Singkat
Justifikasi

Realisasi tata batas areal kerja PBPH PT SSU sampai dengan saat ini, mencapai 0
meter (0%) dari total rencana tata batas areal PBPH sepanjang 267.380 meter :

Rencana Tata Batas | Volume | Realisasi Keterangan
Areal PBPH (m) (m) (Tingkat Realisasi)

Blok | 37.925 - | Tidak ada realisasi
Blok II 40.260 _ | pemancangan batas di

lapangan
C. | Bloklll 129.952 -

No.

w | >
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D. | Blok IVA 31.490 :
E. | BlokIVB 27.753 -
Total 267.380 -| 0%

PT SSU belum melaksanakan proses tata batas di lapangan (realisasi pelaksanaan
tata batas 0%)

c. | Verifier 1.1.3

Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian
yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan

Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Singkat Fragmentasi areal terbangun tanpa izin seluas 403,80 Ha (1,13%) dari total luas
Justifikasi areal PBPH PT SSU (35.640 Ha) dengan rincian sebagai berikut :
. Luas .
No. Fragmentasi (Ha) Legalitas
1. | PPKH 565,77 V
2. | PPTK(TORA) 13,65 \
Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan Adat, 15,84 \
HTR)
4. | APL 71,88 x/
Sawit Masyarakat 52,07 -
Sawit Korporasi PT Wahana Tritunggal 128,58 -
Cemerlang
7. Konflik Tenurial/ Areal Lainnya (Pertanian, 216,04 -
Jalan, Kebun Masyarakat)
8. Pemukiman 7,11 -
Total 1.070,94
Fragmentasi terbangun tanpa izin 403,80
Fragmentasi terbangun dengan izin 667,14
d. | Verifier1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Areal kerja PT SSU seluas +35.640 Ha dan terdapat penguasaan oleh pihak lain
Justifikasi seluas 1.070,94 Ha terdiri dari areal konflik tenurial seluas 216,04 Ha; pemukiman
7,11 Ha, tanaman kelapa sawit masyarakat 52,07 Ha, Ovelap Sawit PT WTC 128,58
Ha, PPKH PT KPC 565,77 Ha, TORA 13,65 Ha, Hutan Desa 15,84 Ha, dan APL
Desa Tebangan Lebak 71,88 Ha sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT
SSU sebesar 35.640 Ha — 1.070,94 Ha = 34.569,06 Ha atau sebesar 97% dari
luasan areal kerja
Namun demikian, dari hasil observasi lapangan menunjukkan adanya penguasaan
lahan oleh pihak lain khususnya klaim untuk perladangan dan perkebunan
masyarakat yang cenderung meningkat sedangkan PT SSU belum melakukan
identifikasi secara menyeluruh terhadap kondisi penguasaan lahan oleh pihak lain di
dalam areal PBPH PT SSU
Nilai Kinerja (14721) x100% = 66,67% (SEDANG)
Indikator 1.1
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2. | Indikator 1.2

Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

a. | Verifier 1.2.1

Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
yang sesuai dengan PHL

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PT SSU telah menyusun dokumen visi dan misi perusahaan sesuai dengan
Justifikasi keputusan Direksi No. 06/SSU/DIR/SK/I/2024 tanggal 03 Januari 2024. Visi dan

misi dinilai auditor telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu
kelestarian produksi seperti tercantum dalam Misi nomor 1; kelestarian ekologi
seperti tercantum pada Misi nomor 3; dan kelestarian sosial seperti tercantum pada
nomor 2, 4 dan 5.

Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada sebagian karyawan, dan
sebagian masyarakat namun belum seluruh desa binaan dan tidak rutin setiap
tahunnya

b. | Verifier 1.2.2

Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat Misi PT SSU tahun 2024 berjumlah 5 (lima) misi sehingga pada masing-masing
Justifikasi misi bernilai 20%. Dengan membandingkan setiap implementasi pengelolaan hutan

lestari pada aspek produksi, ekologi dan sosial dengan visi dan misi yang

dicanangkan dinilai belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan di antaranya

sebagai berikut;

1. Misi terwujudnya unit pengelolaan hutan produksi yang efektif, efisien, dan
terjamin melalui kapastian hukum terhadap status dan keberadaan kawasan
hutan diverifikasi belum diimplementasikan di lapangan khususnya belum
adanya kepastian kawasan berupa penataan batas areal (0%, baru tahap
rencana TBT) dan masih terdapat areal tumpang tindih dan klaim yang belum
diselesaikan. Nilai implementasi misi 1 (0,2x20% = 4%)

2. Misi meningkatkan prakarsa, pemberdayaan dan partisipatif masyarakat
setempat diimplementasikan dalam bentuk penerapan kegiatan kelola sosial
dan kerjasama dengan masyarakat. Namun demikian selama periode penilikan
diverifikasi pelaksanaan program kelola sosial dinilai belum efektif hanya
pemberian bantuan dan fee kompensasi di Desa Karangan Dalam dan Desa
Karangan Luar termasuk bantuan hewan sapi kurban. Nilai implementasi misi
2 (0,5x20% = 10%)

3. Misi meningkatkan upaya konservasi sumberdaya hutan secara terencana
untuk melestarikan keanekaragaman hayati diimplementasikan di lapangan
melalui penetapan kawasan lindung dan areal yang tidak ditebang dan
penerbitan SOP kelola lingkungan walaupun implementasinya masih belum
berjalan dengan baik. Nilai implementasi misi 3 (0,5x20% = 10%)

4. Misi memacu pembangunan wilayah dan dukungan terhadap penyelenggaraan
otonomi daerah diimplementasikan dengan pemenuhan kewajiban atas PNBP
dari hasil produksi kayu dan pembayaran pajak kepada Pemerintah serta
implementasi program kelola sosial. Nilai implementasi misi 4 (0,5x20% =
10%).

5. Misi meningkatkan lapangan pekerjaan, kesempatan usaha, pendapatan
masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara dan penerimaan devisa
diimplementasikan dengan pemenuhan kewajiban atas PNBP dari hasil
produksi kayu dan pembayaran pajak kepada Pemerintah serta implementasi
program kelola sosial. Nilai implementasi misi 5 (0,5x20% = 10%)

Halaman 6 dari 51




W e F1-02.15 Rev.1

Dengan demikian implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT
Silva Selaras Utama belum sepenuhnya mengarah kepada visi dan misi.
Manajemen PT Silva Selaras Utama telah mengimplementasikan kegiatan
pengelolan hutan lestari mengarah kepada visi dan misi dengan penerapan/
implementasi sebesar (4%+10%+10%+10%+10% = 44%)

Nilai Kinerja
Indikator 1.2

(419) x 100% = 44,44% (BURUK)

Indikator 1.3

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional
bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari

Verifier 1.3.1

Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya
pengelolaan hutan yang lestari

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Struktur Organisasi PT Silva Selaras Utama telah ditetapkan oleh Direktur Utama
dengan keputusan No. 03/DIR-SSU/SK/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 dan
pembaruannya No. 12/SK-DIR/HR/I1/2026 tanggal 12 Februari 2026. Terdapat
lampiran SK berupa Job Description pada masing-masing jabatan dan Bagan
Struktur Organisasi.

Tidak terdapat bagian kelola lingkungan dan yang menangani pembinaan hutan
serta hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL. Untuk kegiatan
monitoring dan evaluasi berupa internal audit/ SPI tidak tercantum pada bagan
struktur organisasi dan jabatan SPI ditetapkan tersendiri melalui Keputusan No.
003/SSU-HO/DU/11/2024 tanggal 02 Februari 2024.

Dalam hal pengisian personil pada masing-masing jabatan dalam Struktur
Organisasi dinilai masih belum lengkap dan sebagian pekerjaan dikerjakan oleh
rekanan pihak ke-3 (Kontraktor) khususnya untuk kegiatan pembangunan HTI, dan
produksi kayu di lapangan. Pada bagian administrasi keuangan juga pekerjaan
dilakukan oleh konsultan perpajakan maupun konsultan hukum yang membantu
menangani masalah keuangan dan hukum

Verifier 1.3.2

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang
kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot

2

NILAI

BURUK

Uraian Singkat
Justifikasi

1) PT SSU memiliki tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana Kehutanan
sebanyak 2 (dua) orang dan ditempatkan di lapangan pada jabatan Manajer
Operasional dan Kepala Produksi

2) PT SSU tidak memiliki tenaga profesional kehutanan berupa tenaga menengah
kehutanan D3, D1 dan SMK Kehutanan

3) PT SSU merencanakan kebutuhan GANISPH dalam RKUPH sebanyak15
orang terdiri dari GANISPH Kurpet 1 Orang, GANISPH Canhut 1 Orang,
GANISPH Binhut 3 Orang, GANISPH Nenhut 3 Orang dan GANISPH PKB 5
Orang, GANISPH HHBK 1 Orang dan GANISPH Jasling 1 Orang. Realisasi
kepemilikan GANISPH sebagai berikut :

. JUMLAH GANISPH
Kompetensi

GANISPH | RKUPH §0K2"|; Keperluan | Realisasi +-

No
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1. | Kurpet 1 1 1 - -1
2. | Canhut 1 1 1 1 -
3. | Binhut 3 1 2 - -3
4. | Nenhut 3 1 2 - -3
5. | PKB 5 4 4 7 0
6. | HHBK 1 - 1 - -1
7. | Jasling 1 - 1 - -1
Jumlah 15 8 12 8 -9
4) GANISPH PT SSU belum seluruhnya memiliki penugasan dan penempatan dan
tidak terdapat arsip sertifikat kompetensi di lapangan.
5) Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana
Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada
bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta GANISPH PT SSU
sebesar 66,67 % dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan
dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan
dokumen legalitasnya.
c. | Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat Pada saat audit PT SSU tidak dapat menunjukkan dokumen rencana dan realisasi
Justifikasi peningkatan kompetensi karyawan baik berupa rencana dan realisasi pelatihan/
training dan diklat maupun peningkatan kompetensi lainnya untuk periode tahun
2024, 2025 dan 2026
d. | Verifier1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
Bobot 1
NILAI BURUK
Uraian Singkat Tenaga profesional kehutanan seluruhnya merupakan tenaga tetap PBPH PT SSU
Justifikasi dan kelengkapan adminsitrasinya sebagai berikut :
. Ketersediaan
o | gemspoumer A ooumen
gaker] g Tersedia Kurang
1. | Sarjana Kehutanan
a | ljazah 2 - 2
b | SK Pengangkatan/ Kontrak 2 - 2
2 D3 Kehutanan dan SMK
Kehutanan
a | ljazah - - -
b | SK Pengangkatan/ Kontrak - - -
3 GANISPH
a | SK Pengangkatan/ Kontrak 4 - 4
b | Sertifikat Pelatihan 4 - 4
c | Sertifikat Kompetensi 4 - 4
d | SK Penugasan 4 7 0
e | SK Penempatan 4 7 0
Nilai Kinerja (9/21) x 100% = 42,86% (BURUK)
Indikator 1.3

Halaman 8 dari 51




W e F1-02.15 Rev.1

Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Singkat PT SSU memiliki sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang

Justifikasi digunakan untuk sistem pelaporan secara efektif dari lapangan. Sistem informasi
yang digunakan mengacu kepada sistem aplikasi untuk pelaporan pada kegiatan
operasional penebangan kayu dan kegiatan pengelolaan hutan lestari lainnya untuk
keperluan internal perusahaan dari pelaporan keluar termasuk kepada Kementerian
Kehutanan.
Dalam prakteknya pengawas lapangan atau operator melaporkan progres dan
kemajuan realisasi kegiatan di lapangan melalui sistem informasi berbasis IT yang
dimiliki dengan menggunakan bantuan peralatan komputer serta peralatan
elektronik lainnya. Jaringan komunikasi internet yang digunakan berupa Internet
Starlink untuk di basecamp dengan kapasitas jaringan yang dinilai baik dan lancar.
Di kantor Samarinda peralatan IT tersedia baik dan jaringan internet berupa jaringan
indihome dari Telkom dengan peralatan yang mencukupi dan lancar

Verifier 1.4.2 Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat SPIPT SSU telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Direktur No. 003/SSU-

Justifikasi HO/DU/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan menugaskan personel sebagai
berikut :
- Pengawas Sertifikasi dan SPI : Fajar Tedy Anggoro
- Koordinator Produksi : Supatno
- Koordinator Lapangan : Bambang Adiguna
- Accounting : Sri Puiji Astuti
Personil SPI PT SSU diverifikasi merupakan personil operasional di lapangan
sehingga apabila melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi akan menimbulkan
keberpihakan/ konflik kepentingan. Di samping itu selama periode audit, SPI PT
SSU dinilai belum efektif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Laporan SPI
tahun 2024 dan tahun 2025 ditandatangani oleh Direktur dan belum menjangkau
pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari di lapangan

Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan
evaluasi.

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat SPI PT SSU selama periode audit telah melakukan monitoring dan evaluasi sesuai

Justifikasi dengan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan tahun 2024
dan 2025, namun tidak terdapat laporan tindaklanjut atas hasil temuan SPI pada
kegiatan atau bagian yang memiliki temuan SPI hasil monitoring dan evaluasinya.

Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK
dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot 2

NILAI SEDANG
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Uraian Singkat
Justifikasi

PT SSU telah memiliki personil yang ditugaskan untuk menjalankan sistem
informasi manajemen milik Kementerian Kehutanan sebagaimana penunjukkan dari
Direksi sebagai berikut :

No. Nama SK Direksi
Sistem

Informasi
1 SIPASHUT

Tenaga
Pelaksana

No. 003/KPTS-SK
Dirut/SSU/SMD/111/2024 tanggal 02
Maret 2024

No. 01/SSU-SP/XI1/2026 tanggal 7
Januari 2026

Fajar Tedy
Anggoro

2 | SIPUHH, Hartono
SIPNBP
SIPATOK

3 | SIGANISHUT

Adi Tria
Kusuma

No. 01/SSU-SP/XII/2026 tanggal 6
Januari 2026

No. 003/KPTS-SK
Dirut/SSU/SMD/111/2024 tanggal 02
Maret 2024

Belum memiliki akun

4 SIPONGI Fajar Tedy

Anggoro

5 | SIMPEL -

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM yang
dilakukan oleh PT SSU menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada SIM
Kementarian LHK diverifikasi telah patuh dilaporkan kecuali pada laporan SIMPEL
namun pengisian laporannya masih perlu dilengkapi sesuai data terkini

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

(14121) x 100% = 66,67% (SEDANG)

Indikator 1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Verifier 1.5.1

Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

PT SSU telah memiliki dokumen RKTPH tahun 2024, 2025 dan 2026 yang telah
disetujui dan disahkan melalui SIPASHUT.

Desa Binaan PT SSU :

1) Desa Pengadan Kec. Karangan Kab. Kutai Timur

2) Desa Karangan Dalam Kec. Karangan Kab Kutai Timur

3) Desa Karangan Seberang Kec. Karangan Kab. Kutai Timur

Kegiatan RKTPH mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
diberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak melalui kegiatan sosialisasi
pelaksanaan RKTPH yang dilaksanakan secara terpadu dengan materi rencana
operasional RKT dan lainnya sesuai dengan dokumen Berita Acara yang tersedia.
Hasil verifikasi dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKTPH yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat diketahui bahwa RKTPH
telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat desa
terdampak, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan menyeluruh kepada
seluruh desa binaan terdampak setiap tahunnya

Verifier 1.5.2

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
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Bobot Do
NILAI . | SEDANG
Uraian Singkat | : | Terdapat peta lampiran pada dokumen RKTPH tahun 2025 skala 1:100.000 dan
Justifikasi RKTPH Tahun 2026 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal
yang tidak boleh ditebang dan menjadi kawasan lindung berupa sempadan sungai
dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) serta Kawasan Perlindungan
Setempat yang ada di lapangan.
Penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat
pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum menyeluruh kepada desa
binaan terdampak pada setiap RKTPH dan setiap tahunnya.
Nilai Kinerja © |1 (6/9)x100% = 66,67% (SEDANG)
Indikator 1.5

| B. | Aspek PRODUKSI

1. | Indikator 2.1 : | Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
a. | Verifier 2.1.1 . | Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang
berwenang.
Bobot S
NILAI . | BAIK
Uraian Singkat . | a) PT Silva Selaras Utama memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen
Justifikasi RKUPH PBPH Periode Tahun 2021 — 2030. Sampai dengan saat ini (Maret tahun 2026),

terdapat 1 (satu) kali perubahan dokumen RKUPH yang dilakukan pada bulan
September 2023 terkait adanya penambahan Multiusaha Kehutanan.

b) Dokumen RKUPH PT Silva Selaras Utama telah dilengkapi dengan dengan Buku,
Lampiran Peta dan SK Pengesahannya dengan informasi sebagai berikut :
» RKUPH PBPH Tahun 2021 — 2030 (Awal)

e RKUPH telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK.5004/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Persetujuan RKUPH
PBPH Periode Tahun 2021 — 2030 a.n PT Silva Selaras Utama di Provinsi
Kalimantan TImur

> RKUPH PBPH Tahun 2021 - 2030 (Perubahan)

e  Perubahan RKUPH telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK.9826/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/9/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persetujuan
Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2021 — 2030 a.n PT Silva Selaras
Utama di Provinsi Kalimantan Timur

b. | Verifier 2.1.2 . | Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
Bobot Cl 2
NILAI . | BURUK
Uraian Singkat . | Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) dengan
Justifikasi dokumen rencana jangka panjang pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang
dikembangkan selama periode audit sebagai berikut :
RKU RKT Murni + Carry Over Kesesuaian
Tahun Luas Posisi Luas Posisi o
Luas Posisi
Ha Blok Ha Blok
2024 6.142 Il, ii 10.634 [y i 57,76 % | Sebagian Sesuai
2025 4.085 I, iii 9.676 I, 01, i iii 42,22 % | Sebagian Sesuai
2026 3.724 IV,i 8.773 1, 1V, 1, iii 42,45% | Sebagian Sesuai
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Rata-rata ‘ 47,47 % ‘ Sebagian Sesuai

Keterangan : Posisi blok TPTJ menggunakan angka romawi besar, sedangkan THPB
menggunakan angka romawi kecil

Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT) < 50 % sesuai dengan
dokumen Rencana jangka panjang

c. | Verifier 2.1.3

Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%)

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi penandaan batas di blok RKT Tahun 2024,
Justifikasi 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut :

No. | Penandaan di lapangan ‘ Kondisi
1. | Blok RKT 2024
a. Batas/Identitas Plang Blok RKT |
b. Batas / Identitas Petak
- Comp. C019 Petak AP 8
- Compartment atau Petak Lainnya
2. | Blok RKT 2025
a. Batas/Identitas Plang Blok RKT
b. Batas/Identitas Petak
3. | Blok RKT 2026
a. Batas/Identitas Plang Blok RKT
b. Batas/Identitas Petak
Tanda batas Blok dan Petak sebagian terlihat dengan jelas di lapangan 60 %.

Ditemukan sebagian

Baik, terlihat dengan jelas

Ditemukan sebagian

ditemukan

Ditemukan sebagian

ditemukan

Ditemukan sebagian

d. | Verifier 2.1.4

Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek (DPP)
Perubahan Iklim bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan
jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di
dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan
penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)

Bobot 1
NILAI BURUK
Uraian Singkat Multiusaha Kehutanan yang tercantum dalam RKUPH meliputi :
Justifikasi 1. Pemanfaatan hasil hutan kayu
2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
3. Pemanfaatan jasa lingkungan
Sesuai rencana pemanfaatan hutan dalam RKUPH, PT Silva Selaras Utama merencanakan
kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan
karbon. Sampai dengan saat ini (Maret 2026), PT Silva Selaras Utama belum memiliki
Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) atau
dokumen lainnya yang memuat rencana aksi mitigasi perubahan iklim.
Nilai Kinerja (8/15) x 100 % =53,33% (BURUK)
Indikator 2.1

2. | Indikator 2.2

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan
hutan, dan/atau jasa lingkungan

a. | Verifier2.2.1

Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan)
yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi

Bobot

1

NILAI

SEDANG
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Uraian Singkat
Justifikasi

Berdasarkan rencana dan realisasi pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Silva
Selaras Utama, selama periode audit terdapat kegiatan usaha pemanfaatan hutan
berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur yang
digunakan meliputi THPB dan TPTJ

Data potensi pemanfaatan hutan yang dimiliki PT Silva Selaras Utama berdasarkan
kegiatan pemanfaatan hutan yang dijalankan adalah Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala (IHMB) dan Laporan Hasil Cruising (LHC) / ITSP

Berdasarkan Rekapitulasi LHC dan RKT yang diterbitkan, kesesuaian rencana
pemanfaatan dengan data potensinya adalah sebagai berikut :

Volume Kayu (m3)

RKT Potensi Rekapitulasi | Rencana RKT
LHC

THPB 19.044,07 19.044,07
TPTJ 471.527 17 87.781,36 Sebagian rencana

THPB 238.278,40 15.683,19 pemgnfaatan .
2025 melebihi potensi

TPTJ 11 723,80 95390,98 kayu berdasarkan
THPB 78.348,17 454.821,48 rekapitulasi LHC
TPTJ 5.278,68 44.007 47

Hasil uji petik pada blok RKT Tahun 2025 dan 2026, ditemukan sebagian bukti
implementasi kegiatan inventarisasi di lapangan seperti jalur cruising, label maupun
barcode pada tegakan yang belum dilakukan penebangan, akan tetapi tidak terdapat
peta sebaran pohon pada setiap petak kerja yang masuk dalam blok RKT.

PT Silva Selaras Utama memiliki data potensi berdasarkan hasil ITSP, tersedia LHC dan
telah diupload dalam SIPUHH data pendukung yang dijumpai berupa jalur ITSP Petak
AZ15 terlihat pada koordinat 1°14'41,262” N dan 117°33'9,612” E, jalur ITSP Petak
BA15 terlihat pada koordinat 1°15'19,59” N dan 117°33'40,068" E.

Kesesuaian

2024

2026

b. | Verifier2.2.2

Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

a)

b)

PT Silva Selaras Utama menerapkan sistem silvikultur THPB dan TPTJ pada kegiatan
pemanfaatan hutannya.

Berdasarkan RKUPH yang diterbitkan, PT Silva Selaras Utama menetapkan rencana
pemanfaatan hutan dengan mempertimbangkan kemampuan produksi yang lestari
dengan riap maupun etat

Sampai dengan saat ini, PT Silva Selaras Utama belum merencanakan panen kayu
budidaya hutan tanaman, terhadap standing stock tanaman eucalyptus yang ada belum
dibuat Plot Sampling Permanent (PSP) untuk dilakukan pengukuran riap secara berkala.

Berdasarkan target produksi tahunan yang ditetapkan, rencana produksi kayu tumbuh
alami ditetapkan berdasarkan data standing stock yang mencerminkan kemampuan
daya dukung sumber daya hutan yang dikelola dengan asumsi riap tegakan yang
digunakan sebesar 1,749 m¥/ha/tahun (angka riap berdasarkan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan). Asumsi riap tersebut belum didasarkan pada hasil
pengukuran riap pada Petak Ukur Permanen (PUP) di areal PT Silva Selaras Utama
sehingga penggunaan asumsi riap tersebut belum mencerminkan riap yang sebenarnya.
Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu alam berdasarkan pengukuran daya
dukungnya namun belum didasarkan pada hasil pengukuran riap hasil hutan kayu yang
dilakukan di areal PBPH.

Nilai Kinerja
Indikator 2.2

(6/9)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)
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Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Berdasarkan RKUPH PBPH periode tahun 2021-2030 dan RKTPH yang diterbitkan selama
Justifikasi periode audit, PT Silva Selaras Utama merencanakan dan melaksanakan usaha pemanfaatan
hutan menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) dan tebang
pilih tanam jalur (TPTJ). PT Silva Selaras Utama memiliki SOP untuk sebagian sistem
silvikultur yang dijalankan, meliputi :
1. Teknik Silvikltur Tebang Pilih Tanamn Indonesia No. SOP-01-Silvi-TPTJ
2. Pemanenan No. SOP-01-Pro
3. Persiapan Lahan SOP-02-Pro
4.  Persemaian No. SOP-03-Pro
5. Penanaman Tanaman Pokok No. SOP-04-Pro
6. Pemeliharaan No. SOP-05-Pro
PT Silva Selaras Utama tidak memiliki SOP terkait kegiatan Perlindungan dan Pengamanan
Hutan.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat a) Berdasarkan RKTPH yang diterbitkan selama periode audit, PT Silva Selaras Utama
Justifikasi melaksanakan usaha pemanfaatan hutan menggunakan sistem silvikultur THPB dan

TPTJ

b) Hasil uji petik pada blok RKT 2024, 2025 dan 2026, implementasi THPB maupun TPTJ di
lapangan adalah sebagai berikut :

Tahapan Kegiatan Implementasi SOP

Penataan Areal Kerja PAK dilaksanakan < 50 %, hanya ditemukan 1 (satu) patok
identitas compartment, sementara tanda batas blok maupun

petak tidak ditemukan keberadaannya di lapangan

Risalah Hutan Tidak ditemukan tanda-tanda ITSP di petak tabangan seperti

jalur cruising, label maupun barcore pada pohon yang belum

ditebang
Pembukaan Wilayah Telah dilaksanakan pembukaan wilayah hutan seperti
Hutan pembuatan jalan utama, jalan cabang dan TPn pada blok RKT
Pengadaan Bibit Tidak terdapat stok bibit tanaman budidaya (eucalyptus /

akasia) maupun sarana prasarana yang mendukung kegiatan
pengadaan bibit

Penyiapan Lahan Areal THPB yang telah dilakukan penyiapan lahan namun
belum dilakukan penanaman, saat ini telah menjadi semak

belukar seluruhnya.

Penanaman Tidak terdapat realisasi kegiatan penanaman pada areal TPTJ
maupun THPB selama periode tahun 2025 sampai dengan

April 2026.

Tanaman eucalyptus yang ditanam pada tahun 2024 tidak
dilakukan pemeliharaan secara optimal sehingga terdapat
banyak gulma disekitarnya

Pemeliharaan

Pemanenan - Pemanenan land clearing penyiapan lahan hutan

tanaman (THPB) terakhir dilaksanakan pada tahun 2024
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- Pemanenan TPTJ dilakukan tanpa mempertimbangkan
jalur tebang & jalur antara dan tidak dilengkapi dengan
peta sebaran pohon

Perlindungan dan - Tersedia 2 (dua ) regu dalkarhutla namun belum mengikuti
Pengamanan Hutan pelatihan dari instansi yang berwenang

- Tidak dilakukan patroli perlindungan dan pengamanan
hutan secara rutin

- Sarana prasarana dalkarhutla belum mencukupi sesuai
ketentuan

PT Silva Selaras Utama belum mengimplementasikan sebagian besar tahapan kegiatan
sistem silvikultur THPB maupun TPTJ sesuai dengan ketentuan / pedoman teknis

c. | Verifier 2.3.3

Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin
kelestarian hutan

Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat a) Selama periode audit PBPH PT Silva Selaras Utama melakukan kegiatan penanaman
Justifikasi pada areal THPB dengan menggunakan jenis tanaman Eucalyptus sp, sementara pada
areal TPTJ tidak dilakukan penanaman.
b) Pencapaian penanaman selama tahun 2024 & 2025 adalah sebagai berikut :
Rencana (Ha) Realisasi (Ha) ,
Tahun Pencapaian
THPB TPTJ Total THPB | TPTJ | Total
2024 | 9.272,00 0] 9.272,00 | 395,53 0| 39553 4,27 %
2025 | 3.341,15 | 4.371,88 | 7.713,03 0 0 0 0%
Realisasi penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan dilaksanakan sebesar < 50 %
dari RKTPH
Nilai Kinerja (6/15)x 100 % =40,00 % (BURUK)
Indikator 2.3

4. | Indikator 2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan

Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan
hutan

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Berdasarkan RKUPH PBPH periode tahun 2021-2030 dan RKTPH yang diterbitkan selama

Singkat periode audit, PT Silva Selaras Utama merencanakan dan melaksanakan usaha pemanfaatan

Justifikasi hutan menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) dan tebang pilih

tanam jalur (TPTJ).

Verifikasi terhadap SOP yang tersedia, PT Silva Selaras Utama memiliki SOP terkait dengan
Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) yaitu :

1. SOP Pemanenan dengan No. SOP-01-Pro. SOP. SOP dibuat dengan tujun untuk
meningkatkan efisiensi kegiatan penebangan, meningkatkan tahap pemulihan paska
penebangan dan memastikan minimalisasi dampak lingkungan.

2. SOP telah memuat prosedur tentang persiapan pemanenan meliputi penyiapan peta
dasar dan peta topografi, sarana dan prasarana, pembuatan jalur, penggunaan APD
dll.

Hasil telaah atas SOP menunjukan bahwa SOP sebagian masih merujuk pada kegiatan
penebangan untuk kayu tumbuh alami (hutan alam) sebagaimana disebutkan bahwa, dalam
kegiatan penebangan dan penyaradan upayakan minimalisasi kerusakan tegakan tinggal dan
kerusakan tanah, namun perlu memperhatikan keselamatan penebang dan keselamatan kayu
(dapat disarad). Juga pada kegiatan pembagian batang, sisebutkan bahwa pembagian batang
di TPn dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran (panjang dan diameter) dan berat
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kayu untuk memudahkan kegiatan pemuatan dan pengangkutan. Untuk kayu budidaya
penyaradan kayu ke TPn menjadi tidak efektif karena berarti harus membawa pohon bertajuk.
SOP tidak menyebutkan terkait ukuran diameter kayu yang efisien untuk dimanfaatkan dalam
pekerjaan pembagian batang. SOP belum memuat terkait kegiatan pasca pemanenan.

PT Silva Selaras Utama memiliki SOP terkait dengan Pemanenan namun sebagian isinya tidak
secara lengkap berisi pedoman atau ketentuan teknis terkait pemanenan ramah lingkungan

b. | Verifier 2.4.2

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada blok RKT Tahun 2024, 2025
Singkat dan 2026, kesesuaian implementasi kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu tumbuh alami
Justifikasi (THPB & TPTJ) dengan prinsip pembalakan ramah lingkungan, antara lain :

No. | Tahap Kegiatan Implementasi di lapangan

1. Perencanaan -
Pemanenan

Dibuat hanya sebagian peta sebaran pohon secara lengkap
pada setiap petak kerja yang masuk dalam blok RKT Tahun
2024, 2025 & 2026

- Kegiatan Penataan Areal Kerja dilakukan Sebagian 54 %
sesuai RKTPH

2. | Pelaksanaan - Dibuat jalur tebang maupun jalur antara pada penebagan

Pemanenan dengan sistem silvikultur TPTJ, namun baru sebagian
3. | Pasca - Sebagian areal yang telah dilakukan land clearing penyiapan
Pemanenan lahan hutan tanaman (THPB) tidak segera dilakukan

penanaman sehingga mengakibatkan areal tersebut menjadi
semak belukar

- Areal TPTJ tidak dilakukan penanaman setelah kegiatan

pemanenan dilaksanakan

Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan
hutannya namun belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP.

c. | Verifier2.4.3

Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam
kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik)

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian a) PBPH PT Silva Selaras Utama menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan
Singkat sistem silvikultur TPTJ dan THPB. Tingkat kerusakan sumber daya hutan dapat diukur
Justifikasi dengan menghitung keterbukaan areal pada jalur tebang (TPTJ) maupun pada areal efektif

yang dilakukan land clearing / penyiapan lahan hutan tanaman (THPB).

b) Realisasi pemanenan TPTJ di lapangan tidak menggunakan jalur tebang maupun jalur
antara sehingga tidak dapat diukur persentase keterbukaan arealnya.

c) Keterbukaan pada areal efektif pada pemanenan THPB selama periode tahun 2024 & 2025
adalah sebagai berikut :

No. RKT Areal Efektif Luas Areal Keterangan
(areal yang dilakukan | Terbuka Saat Ini:
penyiapan lahan oleh April 2026
Perusahaan)
1. 2024 1.366,95 Ha 288,56 Ha Areal terbuka
2. 2025 0 Ha 0 Ha berupa Land
Clearing yang belum
TOTAL 1.366,95 Ha 288,56 Ha dilakukan
Keterbukaan 288,56/1.366,95=21,11% penanaman
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Berdasarkan hasil kegiatan penilaian kerusakan tegakan yang dilakukan dengan metode jalur
berpetak diketahui bahwa tingkat kerusakan pohon sebesar 14,9%, tingkat kerusakan Tiang
sebesar 22,46% dan tingkat kerusakan Pancang sebesar 25,97% atau rata rata tingkat
kerusakan tegakan sebesar 21,11%.

Nilai Kinerja
Indikator 2.4

(10/15) x 100 % = 66,67 % (SEDANG )

5. | Indikator 2.5

Kesesuaian RKUPH / RPKH dengan RKTPH / RTT serta realisasi produksi barang atau jasa
yang menjamin usaha pemanfaatan hutan

a. | Verifier 2.5.1

Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat a) Selama periode audit PT Silva Selaras Utama telah menerbitkan dokumen RKT setiap
Justifikasi tahunnya, seluruh RKT yang diterbitkan telah lengkap meliputi SK RKT, Dokumen RKT

dan Peta RKT.

RKT Surat Keputusan Rencana Kegiatan
Produksi

2024 Keputusan Direktur Utama PT Silva Selaras | Land Clearing Pada
Utama Nomor 01/Kpts/Dir/RKT-SSU/III/ | LOA untuk penyiapan
2024 tanggal 17 Maret 2024 tentang lahan HT dan
Persetujuan RKTPH Tahun 2024 Pemanenan TPTJ

2025 Keputusan Direktur Utama PT Silva Selaras | Land Clearing Pada
Utama Nomor 01/Kpts/Dir/RKT- | LOA untuk penyiapan
SSUIXII2024 tanggal 31 Desember 2024 lahan HT dan
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2025 Pemanenan TPTJ

2026 Keputusan Direktur Utama PT Silva Selaras | Land Clearing Pada
Utama Nomor 01/Kpts/Dir/RKT- | LOA untuk penyiapan
SSUIXII/2025 tanggal 30 Desember 2025 lahan HT dan
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2024 Pemanenan TPTJ

b) Berdasarkan verifikasi, sebagian rencana pemanfaatan hutan melebihi potensi yang
tercantum dalam rekapitulasi LHC serta tidak ditemukan keberadaan tanda-tanda ITSP di
lapangan.

c) Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian tetapi terdapat dokumen RKTPH
yang tidak sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan

b. | Verifier 2.5.2

Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat a) PT Silva Selaras Utama telah membuat peta rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Peta
Justifikasi dibuat oleh personil GanisPH Perencanaan Hutan dan disetujui oleh Direktur Perusahaan.

b) Batas-batas peta rencana kerja tahunan yang dibuat PT Silva Selaras Utama telah sesuai
telah memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung
sempadan sungai, KPPN, KPSL dan Bufferzone Hutan Lindung

c) Berdasarkan verifiikasi dokumen, PT Silva Selaras Utama merencanakan pemanfaatan
hutan dengan sistem silvikultur TPTJ, dan telah dibuat peta sebaran pohon lengkap pada
seluruh areal petak kerja yang masuk dalam blok RKT.

d) Tersedia peta rencana kerja tahunan yang sekaligus menjadi peta kerja pemanfaatan
hutan dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi, dan telah
dilengkapi dengan peta sebaran pohon pada setiap petaknya.

c. | Verifier 2.5.3

Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha
pemanfaatan hutan dengan peta kerja

Bobot

2
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NILAI SEDANG
Uraian Singkat a) Berdasarkan observasi pada blok RKT Tahun 2024, 2025 dan 2026, penandaan batas
Justifikasi dan/atau identitas blok maupun petak di lapangan dibuat baru sebagian 54 % (> 50 %).
Penandaan yang ditemukan di lapangan yaitu patok identitas Comp. C019 Petak AP 8
dengan tutupan areal berupa tanaman eucalyptus umur + 2 tahun.
b) Hasil observasi pada kawasan lindung juga ditemukan penandaan batas dan / atau
identitas kawasan lindung seperti sempadan sungai, KPPN, KPSL dan Bufferzone Hutan
Lindung.
c) Sebagian areal pemanfaatan hutan dilakukan penandaan batas termasuk pada kawasan
lindung
d) Hasil observasi lapangan terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang pada
RKTPH 2026 areal THPB berupa Sempadan Sungai Muara Bulan tidak dijumpai di
lapangan adanya penandaan lokasi sempadan sungai Muara Bulan pada Petak BA-15
Koordinat 1°15'20,7" LU dan 117°33'46,6"BT, dan sekitarnya sepanjang sungai Muara
Bulan sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran RKTPH Tahun 2026. Sempadan
Sungai Bay pada koordinat 1°15'24,186"LU dan 117°33'50,148"BT.
Sedangkan observasi pada lokasi KPS yang berupa areal Karst, Buffer Zone dan areal
KPSL lokasinya tidak terjangkau dan tidak terdapat akses jalan menuju lokasi tersebut.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat a) Selama periode audit PBPH PT Silva Selaras Utama telah melakukan kegiatan produksi /
Justifikasi pemanenan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, berupa usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur THPB (/and clearing penyiapan lahan
hutan tanaman) dan TPTJ
b) Berdasarkan observasi di lapangan dan informasi dari PUPH, tidak terdapat indikasi
pemanenan di luar blok
c) Pencapaian pemanenan selama tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :
RKT Rencana (m3) Realisasi (m3) Pencapaian
THPB | TPTJ | Total | THPB | TPTJ Total (%)
2024 | 46.943 | 143.431 | 190.634 921 13.409 | 14.331 7,53 %
2025 | 34.224 | 203.772 | 237.997 0 779 779 0,33 %
Rata-rata pencapaian 3,93 %
Pencapaian volume produksi tahun 2024 dan 2025 < 50 % dari yang direncanakan
Nilai Kinerja (11/718)x100 % =61,11 % (SEDANG)
Indikator 2.5
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk
membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai
peraturan perundang-undangan
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan
yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
(yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Bobot 1
NILAI BURUK
Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh
Justifikasi auditor independen kantor akuntan publik selama periode audit maupun periode sebelumnya
sehingga tidak dapat dilakukan analisis kondisi kemampuan finansial perusahaan
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional
Bobot 1
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NILAI BURUK
Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukkan dokumen / laporan rencana anggaran dan

Justifikasi

realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan selama periode audit maupun periode sebelumnya
sehingga tidak diketahui perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan
hutannya

c. | Verifier 2.6.3

Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited
tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil

RUPS)
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukkan dokumen / laporan rencana anggaran dan
Justifikasi realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan selama periode audit maupun periode sebelumnya

sehingga tidak diketahui kecukupan realisasi dana untuk seluruh bidang kegiatan
pemanfaatan hutannya

d. | Verifier 2.6.4

Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan)

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukkan dokumen / laporan rencana anggaran dan
Justifikasi realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan selama periode audit maupun periode sebelumnya

sehingga tidak diketahui kelancaran realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
yang dilaksanakan

e. | Verifier 2.6.5

Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukkan dokumen / laporan rencana anggaran dan
Justifikasi realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan selama periode audit maupun periode sebelumnya

sehingga tidak diketahui realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan dari jumlah yang
direncanakan meliputi kegiatan pembinaan hutan, litbang dan inovasi serta perlindungan
sumber daya hutan

f. | Verifier 2.6.6

Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang
membidangi keuangan

Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukkan dokumen / laporan / bukti pembayaran
Justifikasi pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi keuangan seperti
pajak PBB terakhir, Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Perusahaan dan Pajak lainnya sesuai laporan keuangan dari kantor akuntan publik
Nilai Kinerja (10/30)x 100 % = 33,33 % (BURUK)
Indikator 2.6

Halaman 19 dari 51




o

W

Trustindo Certification

V|

KAN

Komite Akreditasi Nasional

LPVI-017-IDN

F1-02.15 Rev.1

| C. | Aspek EKOLOGI |

1. | Indikator Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
3.1
a. | Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi
hasil identifikasi ABKT
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPHPT Silva Selaras Utama telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai
Singkat Surat Keputusan Direksi PT SSU No. 02/SK-Dir/SSU/IX/2023 tanggal 20 September 2023, meliputi:
Justifikasi No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar)
ustiikas| 1. Sempadan Sungai 859
2. Buffer Zone Hutan Lindung 155
3. KPSL 331
4, KPPN 810
5. KPS/ Cagar Budaya 11.507
6. Perkebunan Sawit 36
7. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (kegiatan 12
pemanfaatan air)
Total 13.710
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Perubahan RKUPH Tahun
2023 Periode 2021 - 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.9826/ MenLHKPHL/PUPH/ HPL.1/9/2023 tanggal 13 September 2023.
c) PBPH PT Silva Selaras Utama belum memiliki laporan atau data/ informasi hasil identifikasi Areal Bernilai
Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Silva Selaras Utama.
b. | Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT
Bobot 2
NILAI SEDANG
U.raian 1) Pada periode audit Penilikan ke-1 (tahun 2026), PT SSU telah melakukan kegiatan penataan batas kawasan
Singkat lindung dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana tahunan. Realisasi penataan batas kawasan lindung,
Justifikasi meliputi Sempadan Sungai Muara Bulan 6,35 Km, Sungai Betung 8,42 Km, Anak Sungai Betung 8,66 Km
dan Nyuaring 2,74 Km..
2) Teknis penataan batas kawasan lindung diatur dalam Prosedur Penetapan Kawasan Lindung No. Dokumen
: SSU/PK/PRO-15, No. terbit 01 tanggal 1 Januari 2024. Batas sempadan sungai dan bufferzone hutan
lindung berupa patok dengan tinggi 150 cm diameter >2 c¢m disetiap titik pembacaan dan patok diameter
>5 cm setiap interval 100 meter. Penandaan batas rintis dengan cat merah dan/atau putih selebar 10 cm
disekeliling pohon pada ketinggian 150 cm. Pada prosedur tidak dijelaskan mekanisme penataan batas
KPPN, KPSL, KPS, dan areal pemanfaatan jasa lingkungan.
3) Hasil uji petik pada Sempadan Sungai Muara Bulan (1° 15" 24,25 " N dan 117° 33’ 50,14” E), Sungai Betung
(1°21°50,76” N dan 117°32'19,17" E) dan Sempadan Sungai Anak Sungai Betung (1° 22’ 2,48" N dan
117°31'49,88" E), ditemukan tanda batas kawasan lindung, baik patok ikat maupun patok/batas rintis. Areal
kawasan lindung ditandai oleh plang nama kawasan lindung beserta papan peringatan/himbauan. Pada
KPS Blok Il (0°53'13" N 117°47°36” E) tidak terdapat tanda batas kawasan lindung yang ditemukan. KPS
Blok | dipasang plang-plang himbauan/larangan aktivitas di kawasan lindung. Pemasangan plang ini
bekerjasama dengan KPHP Manubar.
4) PBPH PT Silva Selaras Utama belum memiliki peta deliniasi ABKT.
c. | Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung
Bobot 1
NILAI BAIK
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Uraian a) Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta Perubahan RKUPH

Singkat Tahun 2023 Periode 2021 - 2030 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2023, kondisi penutupan

Justifikasi kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder dan Hutan Karst Sekunder) yaitu
11.242 ha (82,00%) dari total luas kawasan lindung 13.710 ha.

b) Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Silva Selaras Utama terdapat kondisi non hutan yaitu belukar,
semak, perkebunan dengan total luas 2.468 hektar (18,00%), namun demikian PT SSU belum memiliki
perencanaan penanaman rehabilitasi di areal kawasan lindung pada tutupan non hutan tersebut.

Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not

Applicable)

Bobot 2

NILAI NOT APPLICABLE

Uraian Berdasarkan dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021 jenis tanah di areal PBPH PT Silva Selaras

Singkat thmg termasu'k dalam jenis tanah mineral serta tidak terdapat fungsi ekosistem gambut, sehingga verifier ini

P dinilai Not Applicable.

Justifikasi

Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Berdasarkan pemeriksaan lapangan di kawasan lindung dan wawancara dengan Manajemen Representatif

Singkat (MR) diperoleh informasi adanya aktifitas yang tidak sesuai pada kawasan .Iindung yaitu padg Kawagan

L Perlindungan Setempat/KPS yang berada di Blok Il terdapat tambang batu (galian C), kebun sawit, pertanian

Justifikasi lahan kering, pemukiman, jalan dan APL dengan total luas 178,78 hektar. PT SSU memiliki upaya
penyelesaiannya yaitu telah mengidentifikasi dan memetakan terkait perihal adanya aktifitas/ gangguan dalam
kawasan lindung tersebut, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK).

Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam
RKUPH

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian a) Pada periode audit kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung belum dilakukan seluruhnya oleh PT SSU.

Singkat b) PT SSU belum membuat & menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RP_L periode Semesteran

Justifikasi (Semegter I Tahun 2024 dan .Semester I &.II Tahun 2025 secara online melalui SIMPEL dan/ atau ke

instansi terkait. (bukti tanda terima tgl 19 Juni 2026
Nilai Kinerja (15/21) x 100% = 71,43 % (SEDANG)
Indikator 3.1

Indikator Perlindungan dan pengamanan hutan

3.2

Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan
hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan
lain yang teridentifikasi

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian a) PBPH PT Silva Selaras Utama telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan

Singkat Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :

Justifikasi No | Jenis Gangguan Hutan Prosedur

1. Perambahan Kawasan,
peladang berpindah
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2, Pemanenan atau | Prosedur Perlindungan Hutan dan Penanganan Kejadian Darurat (No.
penebangan tanpa izin Dokumen : SSU/PK/PRO-09 No. Terbit 01, tanggal terbit 1 Januari
2024).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan teknis terkini sesuai

requlasi, seperti:

- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 dan PerMenLHK No.
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang
Perlindungan Hutan.

3. Pencegahan dan | SOP Pencegahan, Penanganan, dan Pengelolaan Kebakaran (No. 013-
pemadaman kebakaran | SSU-EHS-SOP tanggal terbit 1 Januari 2024 Revisi 0).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini
sesuai regulasi yaitu :

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025
tanggal 26 Maret 2025 perihal peringatan dini dalam
mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2025.

4. Hama dan penyakit | SOP Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman (No. RND-001/SSU/24
tanaman Revisi 00 tanggal 1 Januari 2024).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini

sesuai regulasi yaitu :

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang
Perlindungan Hutan.

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat belum mengacu
kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP.

b. | Verifier 3.2.2 | : | Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
Bobot S
NILAI . | BURUK
Uraian - | a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT
; Silva Selaras Utama, yaitu dirinci seperti tabel berikut:
Singkat -
Justifikasi Jenis
us No. | Gangguan Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket
Hutan
1 | Perambahan - BlokI:0 | Barudipasang 1 titik di
Kawasan, | Plang/ Baliho Himbauan - BlokI: 0 | lokasi Blok IIl, namun
peladang Dilarang Melakukan 3 - Blok lll: | demikian kondisi plang
berpindah Perambahan Kawasan 1 rusak.
Hutan - Blok IV : | Plang belum dipasang di
0 kawasan lindung
2 | Pemanenan - Blok1:0 | Tidak ada pemasangan
t - : I
alay Plang/ Balino Himbauan Blokli:0 | plang
penebangan : - Blok Il :
- Dilarang Menebang Pohon 1
tanpa izin/ Tanoa lzin 0
lllegal P - Blok IV :
Logging 0
3 (I;’:rr]megahan Plang/ Baliho Himbauan - Blok | :.0 T:;I:k ada pemasangan
Dilarang Membakar Hutan 2 - Blokll -0 | plang
pemadaman dan Lah - Blok Il ;
kebakaran an Lanan 0

Halaman 22 dari 51




O

W

V|

KAN

Komite Akreditasi Nasional

»’ LPVI-017-IDN F1-02.15 Rev.1
- Blok IV :
0
Tidak tersedia atau NIHIL
sarpras dalkarhula,
Sarana prasarana 0 i sebagaimana yang
dalkarhutla diwajibkan sesuai ketentuan
PermenLHK No.
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016
Mobil Tanki 0 - Tidak Ada
Plang FDR 0 - Tidak Ada
Posko Damkarhutla 0 - Tidak Ada
Embung Air 0 - Tidak Ada
- Blok|1:0 | Tidak Ada
- Blokll:0
Pos Security 0 ) g’lOK I
- Blok IV:
0
- Blokl:0 | Tidak Ada
- Blok1l: 0
Menara Api 0 ) g’bk ok
- Blok IV :
0
4 | Hama dan Herbisida Tidak digunakan
Penyakit Insektisida Tidak digunakan
Tanaman - -
Fungisida Tidak digunakan
- Blok|1:0 | Tidak Ada
- Blokll:0
- Blok Il :
Pupuk 0 0
- Blok IV:
0
b) Sarana prasarana gangguan hutan, dinilai tidak lengkap (ketersediaannya < 50%) sesuai dengan ketentuan
dan kondisi plang-plang himbauan sebagian besar rusak (tidak berfungsi baik).
c. | Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi
Bobot 1
NILAI BURUK
Uraian a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Silva Selaras Utama saat ini, terdiri dari :
Singkat Unit Kerja Jumlah
. . . . Personel
Justifikasi No. Perlindungan dan Kewajiban Personil .
" Certified
Pengamanan Hutan (terkini)
1. Regu Pemadam Kebakaran 2 regu (30 2 regu (30 0
personil) personil)
2. Security 6 2 0
b) Jumlah personel (security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan intensitas kejadian
perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.
c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan
hutan), dinilai tidak lengkap.
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d) PT Silva Selaras Utama belum memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan 6

Desa Binaan yaitu Desa Baay, Desa Tebangan Lembak, Desa Karangan Dalam, Desa Sekerat, Desa
Sandaran dan Desa Bukit Makmur.

e) PT Silva Selaras Utama sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan

perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara berkala setiap bulan dengan
memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi lainnya dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone, CCTV dan lainnya dalam kegiatan
pengamanan dan perlindungan hutan belum dilakukan.

Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Pada periode audit data Fragmentasi areal PBPH PT SSU yaitu sebagai berikut :
Singkat
Justifikasi No. Fragmentasi Luas (Ha) Legalitas
1. | PPKH 565,77 J
2. | PPTK (TORA) 13,65 \
3. | Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan Adat, HTR) 15,84 \
4. | APL 71,88 Xl
5. | Sawit Masyarakat 52,07 -
6. | Sawit Korporasi PT Wahana Tritunggal Cemerlang 128,58 -
7. Konflik Tenurial/ Areal Lainnya (Pertanian, Jalan, Kebun 216,04 -
Masyarakat)
8. Pemukiman 7,11 -
Total 1.070,94
Fragmentasi terbangun tanpa izin 403,80
Fragmentasi terbangun dengan izin 667,14
Berdasarkan data perhitungan fragmentasi dari auditor prasyarat diperoleh data total luas fragmentasi seluas
1.070,94 hektar terdiri dari fragmentasi jumlah terbangun tanpa izin dengan luas 403,80 hektar dan fragmentasi
jumah terbangun dengan izin dengan luas 667,14 hektar. Fragmentasi terbangun tanpa izin berisi diantaranya
sawit/perkebunan, konflik tenurial/ areal lainnya dan pemukiman yang merupakan gangguan-gangguan di dalam
areal PBPH. Dengan demikian gangguan yang terjadi di dalam areal PBPH PT SSU yaitu 403,80 hektar (1,13%)
atau <25% dari total luas 35.640 hektar.
Nilai Kinerja (10/15) x 100% = 66,67% (SEDANG)
Indikator 3.2
Indikator Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan
3.3
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
Bobot 1
NILAI BURUK

Halaman 24 dari 51




O

W

Trustindo Certification

V|

LPVI-017-IDN

KAN

Komite Akreditasi Nasional

F1-02.15 Rev.1

Uraian a) PBPH PT Silva Selaras Utama telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait
Singkat penanganan dampak fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan
L hutannya, meliputi :
Justifikasi
No. Prosedur Deskripsi
1. | SOP Pedoman Pemantauan Karakteristik Air | Prosedur telah secara rinci menjelaskan teknis
Sungai (No. 08-SSU-EHS-SOP Revisi 00 | pemantauan karakteristik sungai meliputi
Tanggal terbit 1 Januari 2024) kerapatan DAS, luas DAS, panjang DAS,
pengukuran laju aliran sungai dengan metode
pelampung, dan sebagainya.
2. | SOP Pedoman Pengambilan Sampel Air (No. | Prosedur menjelaskan mengenai metode
09-SSU-EHS-SOP Revisi 00 Tanggal terbit 1 | pengambilan sampel air untuk kemudian di uji
Januari 2024) laboratorium terkait kualitas air sungainya.
Prosedur belum mengacu PP RI No. 22 tahun
2021 sebagai acuan/standar parameter
kualitas air permukaan.
3. SOP Pedoman Pengukuran Tingkat Laju Erosi | Prosedur menjelaskan mengenai  teknis
(No. 10-SSU-EHS-SOP Revisi 00 Tanggal | pengukuran erosi menggunakan metode stik
terbit 1 Januari 2024) ukur erosi. Prosedur telah secara rinci
menjelaskan mulai dari sarana prasarana yang
dibutuhkan, teknis pembuatan plot, serta
perhitungan/analisis data laju erosi. Prosedur
belum menjelaskan kriteria/standar besaran
laju erosi.
4. | SPO Pedoman Pengelolaan Limbah (No. HSE- | Prosedur menjelaskan pengelolaan limbah B3,
008/SSU/24 Tanggal 1 Januari 2024 Revisi 00) | limbah agrokimia, limbah anorganik, dan
limbah medis. Prosedur telah mengacu PP R
No. 22 Tahun 2021.
5. | SPO Pedoman Penanganan dan Pengelolaan | Prosedur telah menjelaskan pengelolaan
Limbah B3 (No. HSE-009/SSU/24 Tanggal 1 | limbah B3, persyaratan tempat penyimpanan
Januari 2024 Revisi 00) Limbah B3, serta batas waktu masa simpan
limbah B3 sesuai jenisnya. Prosedur telah
mengacu PP RI No. 22 Tahun 2021.
6. | SOP Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan | Prosedur menjelaskan teknis pembuatan
Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia (No. | tempat penyimpanan pestisida, aturan
012-SSU-EHS-SOP Revisi 00 Tanggal terbit 1 | penyimpanan pestisida, prosedur kerja di
Januari 2024) gudang  penyimpanan  pestisida, dan
sebagainya.
b)  SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;
1) tidak lengkap yaitu belum memiliki prosedur seperti 1) peningkatan erosi dan sedimentasi; 2)
pengelolaan terhadap penurunan kualitas air, tata aliran permukaan, dan 3) biota perairan
2) telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3
3) prosedur sesuai point a) telah sesuai dengan acuan teknis baku penyusunan SOP.
b. | Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai
Bobot 1
NILAI BURUK
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Uraian a) Ketersediaan sarana prasarana harus dapat menunjang rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan
Singkat dampak sesuai dengan dokumen RKL-RPL dan prosedur. Pada periode audit PT Silva Selaras Utama dinilai
Justifikasi tidak memiliki sarana prasarana pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa pengukur
suhu dan kelembaban udara (termohygrometer), ombrometer (pengukur curah hujan), dan pengukur erosi.
Sementara itu, sarana prasarana pendukung kegiatan operasional yang rawan terjadinya pencemaran
limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) belum optimal.
b) Ketersediaan sarana prasarana tidak didukung dengan SDM yang memadai, yakni PT SSU tidak memiliki
personil GANISPH Binhut yang berkompeten dan tidak memiliki personil yang berkualifikasi sebagai PLB3/
OPLB3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan
limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian PT Silva Selaras Utama belum melaksanakan/ merealisasikan seluruh rencana kegiatan pemantauan dampak
Singkat fisik-kimia berupa pemantauan iklim mikro (suhu, kelembaban, curah hujan), pemantauan erosi, pemantauan
Justifikasi sedimentasi dan kualitas air permukaan, serta pemantauan biota perairan. PT SSU juga belum melaksanakan
kegiatan monitoring neraca limbah B3 dan pelaporannya kepada instansi terkait sesuai kewajiban PP RI No. 22
Tahun 2021.
Nilai Kinerja (4712) x 100% = 33,33% (BURUK)
Indikator 3.3
Indikator Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare),
34 terancam punah (threatened) dan endemik
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik di areal PBPH
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT Silva Selaras Utama telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH
Singkat PT SSU, yajtu Prosedgr Identifikasi Spesies Flora dan Fauna No. Dokumen : SSU/PK/EKO-05 No. Terbit 01,
L tanggal terbit 1 Januari 2024.
Justifikasi
Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu :
- PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022
tanggal 17 Juni 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di
dalam dan di luar Kawasan Hutan.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal
14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH).
- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022
tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (penilaian dan klasifikasi satwa, cara
penyelamatan jenis satwa, penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, dan sebagainya).
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik di areal PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
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U.raian Selama periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
Singkat terancam punah dan endemik PT Silva Selaras Utama hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 2025. Adapun
Justifikasi pelaksanaan identifikasi flora dan fauna sebagai berikut :

- ldentifikasi flora dilakukan dengan membuat plot contoh pada setiap strata tegakan (semai, tiang, pancang,
pohon), namun pada laporan tidak dipaparkan hasil identifikasi flora disetiap strata tegakan tersebut.

- Hasil identifikasi flora juga belum dikategorikan status konservasinya sesuai acuan yang berlaku saat ini
(Appendices CITES, IUCN Red List, dan PermenLHK P.106 tahun 2018).

- Kegiatan identifikasi fauna dilaksanakan dengan metode jalur/transek. Hasil identifikasi fauna memaparkan
temuan satwa pada kelompok aves, mamalia, dan herpetofauna namun tidak menjelaskan metode
perjumpaan (jejak, melihat langsung, suara, dIl.) dan lokasi ditemukannya

- Hasil identifikasi flora dan fauna seluruhnya belum diidentifikasi nama ilmiah.

- Kegiatan identifikasi tidak dijelaskan tanggal pelaksanaan dan lokasi pengamatan

Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik di areal PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PBPH PT Silva Selaras Utama telah melaksanakan identifikasi flora

Singkat dan fauna yang didokumentasikan dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna PT Silva Selaras Utama tahun

Justifikasi 2024. Hasil identifikasi telah lengkap namun belum disertai rekaman yang memadai (foto/video dari flora dan

ustifikasi fauna yang ditemukan, yakni bisa berupa jejak satwa, foto langsung, rekaman suara satwa, sisa feses satwa,

dan sebagainya). Adapun flora yang teridentifikasi diantaranya seperti Banggeris, Merbau Pantai, Meranti Putih,

Keruing, dan Ulin. Sementara itu, jenis fauna dilindungi yang teridentifikasi diantaranya Orangutan, Trenggiling,

Pelanduk Napu, Beruang Madu, Burung Rangkok Badak, dan Burung Elang

Pada rentang waktu audit PT SSU tidak membuat laporan identifikasi flora dan fauna periode tahun 2025 dan

tahun 2026, sehingga tidak tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.
Nilai Kinerja (10 /15) x 100% = 66,67 % (SEDANG)
Indikator 3.4
Indikator Pengelolaan flora dan fauna untuk :
35 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
' (kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam
punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT Silva Selaras Utama telah menyediakan prosedur dalam kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang
Singkat dilindungi, yaitu SOP Pengelolaan Flora dan Fauna No. Dokumen SSU/PK/EKO-06 No. Terbit 01 No. Revisi 01
Justifikasi tanggal terbit 1 Januari 2024.

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu :

- PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

- UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022
tanggal 17 Juni 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di
dalam dan di luar Kawasan Hutan.
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- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal
14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH).

- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022
tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (penilaian dan klasifikasi satwa, cara
penyelamatan jenis satwa, penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, dan sebagainya).

Verifier 3.5.2

Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di
areal PBPH PT Silva Selaras Utama diantaranya :

1. Pemasangan plang larangan berburu satwa dilindungi, larangan menebang liar/illegal logging, dan
larangan membakar hutan

2. Penjagaan di areal masuk konsesi oleh security di pos jaga

3. Bekerjasama dengan instansi terkait, yakni KPHP Bengalon dan Polsek Kutai Timur dalam penanganan

illegal logging serta bekerjasama dengan KPHP Manubar dan Dinas Kehutanan Kaltim dalam pengamanan
terhadap perambahan hutan

4. Penyediaan personel security dan dalkarhutla
Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang belum sesuai dengan prosedur, diantaranya :

1. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, pemantauan perkembangan populasi flora dan fauna dilindungi
hanya dilaksanakan tahun 2025 dengan rekaman hasil identifikasi yang belum memadai

2. Belum melaksanakan pembinaan habitat melalui penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan
sarang fauna, pohon sumber makan fauna dan pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan
mandi fauna

3. Belum ada monitoring gangguan pada flora dan fauna sehingga tidak dapat dilakukan penyelamatan jenis
flora dan fauna yang terancam bahaya kepunahan

Verifier 3.5.3

Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di
areal PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH PT SSU masih terdapat gangguan disebabkan masih adanya
aktifitas perambahan hutan untuk kebun sawit dan perladangan serta terdapat pemukiman di dalam areal PBPH
PT SSU.

Nilai Kinerja
Indikator 3.5

(10/15) x 100% = 66,67% (SEDANG)

| D. | Aspek SOSIAL

1. | Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

a. | Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif.

Bobot 1
NILAI SEDANG
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Uraian Singkat
Justifikasi

Prosedur PBPH PT SSU terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam :

1. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No. Dokumen : SSU/PK/SOS-04),
tanggal terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (fidak ada tanda tangan),
diperiksa oleh General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama

2. POS Pemetaan Batas Partisipatif (No. Dokumen : SSU/SOSIAL- 9), tanggal terbit
01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (tidak ada tanda tangan), diperiksa oleh
General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama

3. SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat

(No. Dokumen : 06-SSU-SSL- SOP), tanggal terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh
SSL Head, diperiksa oleh General Manager, dan disetujui oleh Direktur

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT Silva Selaras Utama belum memiliki
Prosedur/SOP terkait Dileniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat /
masyarakat setempat dan prosedur yang ada belum mengacu pada ketentuan
perundangan yang berlaku.

PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian prosedur terkait identifikasi keberadaan dan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat / masyarakat setempat dan dileniasi dan
penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat / masyarakat setempat secara
partisipatif, tidak lengkap dan belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau
ketentuan perundangan yang berlaku.

b. | Verifier4.1.2

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT SSU memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak
Justifikasi dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :

1) Peta RKUPH PBPH Periode 2021 - 2030 PT Silva Selaras Utama (Tahun 2021),
areal PT Silva Selaras Utama terbagi menjadi 4 (empat) blok dan pada periode audit
kegiatan PT Silva Selaras Utama berada di blok IIl masuk wilayah administrasi desa
Karangan Dalam, Karangan Hilir dan desa Baay Kecamatan Karangan

2  Peta Perubahan RKUPH PT Silva Selaras Utama Periode 2021 - 2023 (tahun 2023),
skala 1:100.000, pada peta tersebut di Blok Il terdapat informasi adanya overlaping
PT Wahana Tritunggal Cemerlang (WTC) masuk areal PT Silva Selaras Utama
seluas + 687,35 Ha dan hasil observasi lapangan areal yang overlaping telah
ditanami kelapa sawit berusia di atas 10 tahun (ditemukan Pal dengan informasi
bahwa sawit ditanam pada tahun 2011)

3 Hasil observasi lapangan diareal PT Silva Selaras Utama di sepanjang jalan Poros
(jalan kabupaten), dikiri kanan jalan banyak ditemukan pemanfaatan lahan oleh
masyarakat atau kelompok masyarakat berupa kebun sawit, kebun buah dan rumah
masyarakat.

4)  Berdasarkan hasil fragmentasi di Blok Il terdapat areal pemanfaatan lahan oleh
masyarakat sekitar areal seluas 156,73 Ha

5 Revisi RKUPH PBPH PT Silva Selaras Utama periode tahun 2021 - 2030
berdasarkan SK. Nomor: SK.9826/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/2023 tanggal 13
September 2023, terdapat perubahan rencana operasional perusahaan selama 10
tahun dan telah merencanakan program Multi Usaha Kehutanan (MUK)

PBPH PT Silva Selaras Utama telah melakukan identifikasi penguasaan SDA/SDH oleh
masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar, pemanfaatan lahan oleh
masyarakat yang masih berlangsung di areal PT Silva Selaras Utama adalah : berupa
kebun sawit, kebun buah dan pemukiman, namun baru sebagian yang telah
diidentifikasi.

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil
pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat
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dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur
yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.

c. | Verifier4.1.3

Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sesuai prosedur

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT Silva Selaras Utama sudah melakukan deliniasi dan implementasi
penandaaan batas pada areal PBPH PT Silva Selaras Utama yang dikuasai masyarakat
dan kelompok masyarakat, namun baru sebagian yang telah dilakukan delinasi di peta
tertuang dalam :

1) Peta RKUPH PBPH Periode 2021 - 2030 PT Silva Selaras Utama (Tahun 2021),
areal PT Silva Selaras Utama terbagi menjadi 4 (empat) blok dan pada periode
audit kegiatan operasional PT Silva Selaras Utama berada di blok IIl masuk wilayah
administrasi desa Karangan Dalam, Karangan Hilir dan desa Baay Kecamatan
Karangan

2) Peta Perubahan RKUPH PT Silva Selaras Utama Periode 2021 - 2030 (tahun 2023)
skala 1 : 100.000, pada peta tersebut pada Blok Il terdapat informasi adanya
overlaping PT WTC masuk areal PT SSU seluas + 687,35 Ha dan hasil observasi
lapangan areal yang overlaping telah ditanami kelapa sawit berusia di atas 10 tahun
(ditemukan Pal dengan informasi bahwa sawit ditanam pada tahun 2011)

3) Hasil observasi lapangan diareal PT Silva Selaras Utama sepanjang jalan Poros
(jalan kabupaten), dikiri kanan jalan (ke arah kebun PT WTC) banyak ditemukan
pemanfaatan lahan oleh masyarakat berupa kebun sawit, kebun buah dan rumah
masyarakat, namun PT Silva Selaras Utama belum mengidentikasi dan melakukan
penataan batasnya secara partisipatif.

4) Berdasarkan hasil fragmentasi di Blok Il terdapat areal pemanfaatan lahan oelh
masyarakat sekitar areal seluas 156,73 Ha

PBPH PT Silva Selaras Utama telah melakukan deliniasi terhadap sebagian areal yang
dikuasai/dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, namun baru di dalam peta sedang
untuk di lapangan masih belum dilakukan.

PBPH PT Silva Selaras Utama telah melakukan identifikasi dan deliniasi terhadap klaim
oleh masyarakat sekitar serta tanah ulayat yang ada di arealnya, dan telah melakukan

penataan batas secara partisipatif (berupa kesepakatan), namun belum seluruh areal
yang dikuasai/klaim oleh masyarakat dilakukan penataan batas secara partisipatif.

Nilai Kinerja
Indikator 4.1

(8/12) x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

2. | Indikator 4.2

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik
yang sistematis dan terukur

a. | Verifier 4.2.1

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik

Bobot

2

NILAI

BURUK

Uraian Singkat
Justifikasi

Selama periode penilikan ke-1 (tahun 2026), PT Silva Selaras Utama tidak memiliki
dokumen/laporan terkait hasil kegiatan pemetaan potensi konflik yang ada di arealnya
(sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V) serta belum melaporkan kepada
instansi terkait secara periodik (setiap 6 bulan).

Hasil observasi lapangan di areal PT Silva Selaras Utama sepanjang jalan Poros, dikiri
kanan jalan (ke arah menuju kebun sawit PT WTC) di areal PT SSU banyak ditemukan
pemanfaatan lahan oleh masyarakat berupa kebun sawit, kebun buah dan rumah
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masyarakat, namun PT Silva Selaras Utama belum melakukan identifikasi terhadap
lahan tersebut (terkait pemilik dan luasnya)

b. | Verifier 4.2.2

Tersedia Mekanisme resolusi konflik

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian Singkat PBPH PT SSU menmiliki beberapa prosedurimekanisme resolusi konflik, akan tetapi
Justifikasi prosedur/mekanisme yang ada belum mengacu pada PermLHK Nomor P. 8 Tahun 2021

(Lampiran V).

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki mekanisme penyelesaian konflik dengan
masyarakat, namun belum mengakomodir potensi konflik yang ada di arealnya, dan
belum disosialisasikan kepada para pihak.

c. | Verifier4.2.3

Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraif':ln Si.ngkat PBPH PT Silva Selaras Utama tidak memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan
Justifikasi konflik yang melibatkan para pihak, serta PT Silva Selaras Utama tidak menyiapkan

anggaran secara khusus untuk penanganan konflik setiap tahun yang dirinci sesuai
dengan tahapan penyelesaian konflik

d. | Verifier4.2.4

Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian Singkat PBPH PT Silva Selaras Utama belum melakukan identifikasi potensi konflik yang ada di
Justifikasi arealnya, dan PT Silva Selaras Utama belum menyusun rencana resolusi konflik yang

berbasis hasil identifikasi pemetaan konflk serta dalam penyusunannya belum
melibatkan para pihak.

e. | Verifier4.2.5

Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang tersedia, dapat disimpulkan realisasi
Justifikasi penanganan penyelesaian konflik tahun 2024-2025 oleh PT SSU masih NIHIL (atau 0 %)

PBPH PT Silva Selaras Utama belum menyusun laporan terkait realisasi pelaksanaan
penanganan konflik dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang

f | Verifier 4.2.6

Legalitas kemitraan konsesi hutan

Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat PBPH PT SSU telah memiliki dokumen RKUPH yang didalamnya terdapat rencana
Justifikasi kegiatan Multi Usaha Kehutanan (MUK) terkait dengan program antara lain :
Pemanfaatan HHBK berupa Budidaya Aren dan Nira, serta Pemanfaatan Jasa
Lingkungan berupa Pemanfaatan Mata Air, akan tetapi sampai pelaksanaan audit
Penilikan ke-1 (2026), belum tersedia nota kesepahaman/MoU kemitraan konsesi
dengan masyarakat (KTH) sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian konflik
yang terjadi di arealnya.
Nilai Kinerja (9/27)x100 % = 33,33 % (BURUK)
Indikator 4.2
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Indikator 4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil
antar para pihak

Verifier 4.3.1

Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH oleh pemegang PBPH

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT SSU

meliputi :

a. Peta RKUPH PBPH Periode 2021 - 2030 PT Silva Selaras Utama (Tahun 2021),
areal PT SSU terbagi menjadi 4 (empat) blok dan pada periode audit kegiatan PT
Silva Selaras Utama berada di blok IIl masuk wilayah administrasi desa Karangan
Dalam, Karangan Hilir dan desa Baay Kecamatan Karangan

Peta Perubahan RKUPH PT Silva Selaras Utama Periode 2021 - 2023 (tahun
2023), skala 1 : 100.000, pada peta tersebut pada Blok Ill terdapat informasi
adanya overlaping PT WTC masuk areal PT Silva Selaras Utama seluas + 687,35
Ha.

c.  PetaHasil Identifikasi Potret Udara (Drone) pada tanggal 19 Februari 2023 skala 1
. 8.000, di Blok Il PT Silva Selaras Utama telah melakukan identifikasi terdapat
pembukaan lahan oleh masyarakat berupa kebun sawit dan pemanfaatan galian
batu, dil seluas 782,07 Ha

d.  RKUPH PBPH Periode 2021 - 2030 PT Silva Selaras Utama, sesuai SK Nomor :
5004/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 28 Juli 2021

Revisi RKUPH PBPH PT Silva Selaras Utama periode tahun 2021 - 2030
berdasarkan SK. Nomor: SK.9826/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/2023 tanggal 13
September 2023

f. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2024 - 2025 (tersedia sebagian)

g. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Silva Selaras Utama Tahun 2026 sebesar
30,15 %

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian data atau informasi terkait dengan
pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di arealnya, Pemanfaatan lahan di arealnya (tidak
lengkap), BAST penerima bantuan (tersedia sebagian) dan dampak sosial yang timbul
akibat kegiatan operasional PT Silva Selaras Utama terhadap masyarakat sekitar areal.

o

@

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian dokumen / data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap.

Verifier 4.3.2

Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT SSU memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi
masyarakat yang tertuang dalam :

1. SOP Perjanjian dengan Masyarakat (No. Dokumen : SSU/PK/SOS-01), tanggal
terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (tidak ada tanda tangan), diperiksa oleh
General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama.

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No. Dokumen : SSU/PK/SOS-04),
tanggal terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (tidak ada tanda tangan),
diperiksa oleh General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama
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PBPH PT Silva Selaras Utama belum memiliki prosedur tentang peningkatan peran serta
dan aktifitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat
seperti : kerjasama kemitraan, pembinaan koperasi, dll.

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebagian telah disosialisasikan kepada
masyarakat setempat dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat.

c. | Verifier4.3.3

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat PBPH PT SSU memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas
Justifikasi ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang

dalam:

1. RKUPH PBPH Periode 2021 - 2030 PT Silva Selaras Utama, sesuai SK Nomor SK.
5004/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 28 Juli 2021, terdapat uraian
rencana kegiatan PT SSU selama 10 tahun

2.  Revisi RKUPH PBPH PT Silva Selaras Utama periode tahun 2021 - 2030
berdasarkan SK. Nomor: SK.9826/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/2023 tanggal 13
September 2023, terdapat uraian perubahan rencana kegiatan PT SSU selama 10
tahun

3. RKTUPH PT Silva Selaras Utama Tahun 2024 - 2026, terdapat rencana kegiatan

PT Silva Selaras Utama pada tahun berjalan

4.  Kesepakatan Fee Kompensasi dengan masyarakat Desa Karangan Seberang dan
Desa Karangan Dalam sesuai lokasi Blok RKT

Rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Silva Selaras Utama yang terdapat dalam RKUPH
dan RKTPH. Rencana kelola sosial yang ada belum dirinci kegiatannya pada masing-
masing desa binaan, kegiatan kelola sosial saat ini yang dilaksanakan sebagian masih
berdasarkan proposal/usulan dari masyarakat sekitar.

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian dokumen rencana pemegang PBPH
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, namun kurvang lengkap dan belum mengakomodir
aspirasi masyarakat.

d. | Verifier 4.3.4

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktifitas
Justifikasi ekonomi produktif masyarakat meliputi :

- Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2024 -
2025, rata - rata sebesar 0 % (kegiatan sosial berupa bantuan saja)

- Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Silva Selaras Utama Tahun 2026, sebesar
20,59 % (ada 7 dari 34 karyawan)

- Kemitraan dengan Masyarakat belum ada, atau sebesar 0 %
- Pembayaran Fee kompensasi telah dibayar sesuai kesepakatan, atau sebesar
100 %

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Silva Selaras
Utama sebesar :
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(0+20,59+0+100) % : 3 = 30,15 % (< 50 %)

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi
produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 30,15 % (< 50%) dari rencana, tersedia
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Nilai Kinerja
Indikator 4.3

(10/15) x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

4. | Indikator 4.4

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku

a. | Verifier 4.4.1

Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan Pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan
Justifikasi masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :

v" Fee Kompensasi Kayu

v' Bantuan hewan qurban untuk 2 desa (Desa Karangan Dalam dan Karangan
Seberang)

v' Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat

PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi
kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang
prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya,
melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi, namun belum disepakati program
prioritas.

Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat
sekitar diperoleh informasi, PBPH PT SSU belum memiliki hasil identifikasi kebutuhan
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya
melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum
komunikasi/konsultasi/ koordinasi berupa kesepakatan Fee Kompensasi kayu,
sedangkan untuk kegiatan CSR belum ditentukan program prioritasnya masih
berdasarkan proposal/ usulan dari masyarakat.

b. | Verifier4.4.2

Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Silva Selaras Utama memiliki dokumen
Justifikasi rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program

prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan

didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :

v" RKUPH PBPH Periode 2021 - 2030 PT Silva Selaras Utama, sesuai SK Nomor SK.
5004/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 28 Juli 2021, terdapat uraian
rencana kegiatan PT Silva Selaras Utama selama 10 tahun

v" Revisi RKUPH PBPH PT Silva Selaras Utama periode tahun 2021 - 2030
berdasarkan SK. Nomor: SK.9826/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/2023 tanggal 13
September 2023, terdapat uraian perubahan rencana kegiatan PT Silva Selaras
Utama selama 10 tahun

v" RKTUPH PT Silva Selaras Utama Tahun 2024 - 2026, terdapat rencana kegiatan
PT Silva Selaras Utama pada tahun berjalan

v" Kesepakatan Fee Kompensasi dengan masyarakat Desa Karangan Seberang, dan
Desa Karangan Dalam
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Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh
informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan
dan program tanggung jawab sosial dari PT Silva Selaras Utama, namun belum
seluruhnya diimplementasikan.

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas,
dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.

c. | Verifier4.4.3

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan

oleh pemegang PBPH
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Silva Selaras Utama memiliki mekanisme
Justifikasi terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar

lain :

1. SOP Perjanjian dengan Masyarakat (No. Dokumen : SSU/PK/S0OS-01), tanggal
terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (tidak ada tanda tangan), diperiksa oleh
General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama.

no

SOP Pemberian Dana Kompensasi kepada Masyarakat (No. Dokumen :
SSU/IPK/SOS-03), tanggal terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (tidak ada
tanda tangan), diperiksa oleh General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama

SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No. Dokumen : SSU/PK/S0S-04), tanggal
terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (tidak ada tanda tangan), diperiksa oleh
General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian mekanisme implementasi tanggung
jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan belum mengacu pada peraturan yang
berlaku, serta belum menjamin terlaksananya program prioritas dan belum mendapat
pengesahan dari yang berwenang.

d. | Verifier4.4.4

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan
oleh pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode audit Penilkan ke-1 (Tahun 2026), PT Silva Selaras Utama telah
Justifikasi melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tertuang dalam :

1) BA Sosialisasi Terpadu kegiatan operasional PT Silva Selaras Utama dengan
Masyarakat Desa Karangan Dalam, pada tanggal 11 September 2024 bertempat
di Desa Karangan Dalam (peserta 15 orang)

2)  BA Sosialisasi Terpadu kegiatan operasional PT Silva Selaras Utama dengan
Masyarakat Desa Baay, pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Desa Baay
(peserta 15 orang)

3)  BA Sosialisasi Teknis Pelaksanaan RKTPH (PBPH) Tahun 2025 di areal PT SSU
Bersama masyarakat desa Manubar Pantai dan Manubar Dalam, pada tanggal 10
Februari 2025 bertempat di Kantor Kec. Sandaran (peserta 54 orang)

4)  BA Sosialisasi Terpadu kegiatan operasional PT Silva Selaras Utama dengan
Masyarakat Desa Karangan Dalam, pada tanggal 2 Mei 2025 bertempat di Desa
Karangan Dalam (peserta 17 orang)

PBPH PT Silva Selaras Utama telah melakukan sosialisasi kepada sebagian
masyarakat desa terdampak terkait lokasi Blok RKT dan Fee kompensasi pada desa
Karangan Dalam dan Karangan Seberang, sedangkan untuk Desa Baay tidak
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tersedia Berita Acara Sosialisasi, padahal RKT tahun 2026 berada di wilayah desa
Baay

PBPH PT Silva Selaras Utama telah melakukan sosialisasi kepada sebagian
masyarakat desa terdampak terkait lokasi Blok RKT dan Fee kompensasi pada desa
Karangan Dalam dan Karangan Seberang, sedangkan untuk Desa Baay tidak
tersedia Berita Acara Sosialisasi, padahal RKT tahun 2026 berada di wilayah desa
Baay.

PBPH PT SSU telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait
program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dan tersedia sebagian bukti
proses, serta hasil sosialisasinya tidak terdokumentasi secara lengkap.

e. | Verifier4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang
PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Realisasi kegiatan kelola sosial PT Silva Selaras Utama tahun 2024 — 2025 meliputi :

1. Pembayaran Fee Kompensasi desa Karangan Seberang sebesar Rp. 38.654.940 -
(12.884,98 M?), tanggal 25 Maret 2025 (kayu produksi tahun 2024)

2. Bantuan Hewan Qurban 2 ekor Sapi tahun 2024 untuk desa Karangan Dalam,

Karangan Seberang dan Tahun 2025 bantuan 3 ekor sapi untuk desa Karangan

Dalam, Karangan Seberang dan Desa Baay.

Bantuan Dana HUT RI tahun 2025 untuk Desa Karangan Dalam.

Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal tahun 2026 sebesar 20,15 % (7 dari 34

karyawan)

B w

Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Silva Selaras Utama
tahun 2024 - 2025 (realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan), serta didukung
dengan sebagian bukti sesuai kegiatannya.

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT SSU tahun 2024 - 2025 sebesar 50 % dari
rencana, masih belum maksimal dan belum ada realisasi kegiatan peningkatan
ekonomi produktif yang berkelanjutan seperti kerjasama kemitraan dan kerjasama
dengan koperasi desa.

Nilai Kinerja
Indikator 4.4

(16 /24 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

5. | Indikator 4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja

a. | Verifier 4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Dokumen sarana hubungan industrial terhadap karyawannya PT SSU dan
Justifikasi

implementasinya meliputi :

1) PT SSU tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku dan telah
disahkan oleh Disnakertrans, PT SSU telah mengajukan perpanjangan
Peraturan Perusahaan periode 2026 — 2028 kepada Disnakertran Prov,
Kaaltim( terdapat bukti tanda terima tanggal 26 Mei 2026)

2) DiLingkungan PT Silva Selaras Utama belum terbentuk Serikat Pekerja akan
tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan
kebebasan kepada karyawan untuk mendirikan dan menjadi anggota Serikat
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Trustindo Certification

Pekerja sesuai Surat Pernyataan Direktur Utama PT Silva Selaras Utama No
01/DU-SP/BERSERIKAT/SSU/1X/2021 tanggal 20 Agustus 2021

3) Tersedia Dokumen Waijib Lapor Ketenagakerjaan PT Silva Selaras Utama Tahun
2025 yang disampaikan ke Disnakertrans

4) Terdapat contoh SPK karyawan an. Alfian (PKWT) dan Baihaki (PKWT)

5)  PT SSU tidak memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI),
masih proses pendaftaran di Kantor Pusat APHI Jakarta

PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial,

serta memiliki Sebagian mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang disepakati

Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraif':ln Sir]gkat Selan itu PT Silva Selaras Utama memiliki SOP Pengembangan Karir (Nomor Dok. 02-

Justifikasi SSU-HRD-SOP), Tanggal terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag (tidak ada tanda
tangan), diperiksa oleh General Manager, dan disetujui oleh Direktur Utama.
Sampai dengan pelaksanaan audit PT Silva Selaras Utama belum bisa menunjukan
dokumen terkait Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Silva Selaras
Utama selama periode audit.
Berdasarkan telaahan terhadap Struktur Organisasi PT Silva Selaras Utama yang ada,
masih banyak ditemukan jabatan struktural yang belum terisi/Vacant (kosong), disamping
itu PT Silva Selaras Utama masih terdapat kekurangan Tenaga Teknis (Ganis) PHL
sesuai kebutuhan perusahaan, terutama Ganis Nenhut, Binhut dan Kurpet, belum
tersedia.
PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis
kompetensi  (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), akan tetapi belum
diimplementasikan ( < 50 %), serta masih terdapat kekurangan tenaga teknis (Ganis)
PHL sesuai kebutuhan serta masih banyak jabatan yang belum terisi/Vacant.

Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PT Silva Selaras Utama memiliki SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Justifikasi

(Nomor Dok. 03-SSU-HRD-SOP), Tanggal terbit 01 Januari 2014 dibuat oleh Kasubag
(tidak ada tanda tangan), diperiksa oleh General Manager, dan disetujui oleh Direktur
Utama.

Hasil telaahan terhadap kebutuhan SDM dalam struktur organisasi PT Silva Selaras
Utama masih banyak jabatan yang belum terisi’/kosong (vacant), namun dari PT Silva
Selaras Utama ada upaya pemenuhan jabatan tersebut melalui perencanaan
pengembangan kompetensi SDM.

Rencana dan realisasi program pengembangan SDM PT SSU tahun 2024 - 2025

No Jenis Pelatihan Rencana Realisasi | Keterangan
(orang)

1 Ganis PH Canhut 0

2 Ganis PH Jasling 1 1

3 Ganis PKB-R 2 2

4 Pelatihan K3 seluruh -

PBPH PT SSU memiliki mekanisme pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan
kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan tersedia rencana dan
realisasi pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang
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karir namun sangat minim, karena perusahan baru mulai beroperasi kembali setelah
tidak kerjasama dengan mitra kerja (mitra kerja mundur pada bulan Oktober 2025) .
d. | Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak — hak kesejahtraan karyawan
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Kebijakan PT Silva Selaras Utama terhadap hak-hak kesejahteraan karyawan dan
Justifikasi implementasinya meliputi :
a)  Peraturan Perushaan PT Silva Selaras Utama Periode tahun 2021 - 2023 Bab VI
- Bab IX Pasal 21 - 34 tentang Penggajian, Kesejahteraan dan Fasilitas lainnya
b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.558/2024 tanggal 18
Desember 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun
2025, sebesar Rp 3.743.820
c)  Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. NRT upah yang diterima sama dengan
UMK yang berlaku di Kab. Kutai Timur dan mendapatkan jatah makan dan mess.
d)  Gaji karyawan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, selama ini tidak terdapat
keterlambatan dalam pembayaran gaji kepada karyawannya
e) PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukan bukti pembayaran BPJS
Ketenagakerjan sebagai fasilitas kesejahteraan bagi karyawannya (masih proses),
namun dalam SPK disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5.74 % (x
gaji pokok) diberikan kepada karyawan
f)  PT Silva Selaras Utama tidak dapat menunjukan bukti contoh kartu anggota
kepesertaan BPJS Kesehatan dari karyawannya
g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp PT Silva Selaras Utama
KM 29 yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan, Sarana Ibadah, sarana
olah raga dll, kurang memadai
h)  Di Camp PT Silva Selaras Utama tidak dilengkapi dengan Klinik perusahaan,
namun ada kotak P3K dan apabila ada karyawan yang sakit di rujuk ke Puskesmas
Kec. Karangan yang ada di Desa Karangan (dengan jarak sekitar 30 Km bisa
ditempuh sekitar 1 jam).
PBPH PT Silva Selaras Utama telah merealisasikan sebagian tunjangan kesejahteraan
kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.
PBPH PT Silva Selaras Utama memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan
jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan, namun baru diterapkan sebagian
sesuai standar yang berlaku.
Nilai Kinerja (11/18)x 100 % = 61,11 % (SEDANG)
Indikator 4.5
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang
dicapai = 35 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 55,55 % dengan perhitungan sebagai

berikut :
No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja Nilai Nilai Kinerja
Indikator Kematangan Indikator
Indikator Maksimal

1.1 Sedang 2 3

1.2 Buruk 1 3

1. PRASYARAT 1.3 Buruk 1 3
1.4 Sedang 2 3

1.5 Sedang 2 3

2.1 Buruk 1 3

2.2 Sedang 2 3

2.3 Buruk 1 3

2 PRODUKSI 2.4 Sedang 2 3
25 Sedang 2 3

2.6 Buruk 1 3

3.1 Sedang 2 3

3.2 Sedang 2 3

3. EKOLOGI 3.3 Buruk 1 3
3.4 Sedang 2 3

3.5 Sedang 2 3

4.1 Sedang 2 3

4.2 Buruk 1 3

4, SOSIAL 43 Sedang 2 3
4.4 Sedang 2 3

45 Sedang 2 3

Jumlah 35 63

Total Nilai Kinerja Indikator PHL

(35163 ) x 100% = 55,55 %
(SEDANG)
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4.2 HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU :

1. PRINSIP 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak
Pengelolaan
a. Verifier 1.1.1.a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
Nilai Memenuhi
Uraian singkat PT SSU memiliki dokumen legal terkait pemberian PBPH berdasarkan SK Pejabat/
justifikasi Menteri yang membidangi masalah kehutanan sebagai berikut :
1) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
No. SK.413/1/KLHK/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberian Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri
(IUPHHK HTI) kepada PT Silva Selaras Utama atas areal Hutan Produksi
seluas + 35.640 ha pada wilayah KPHP Unit XVIII di Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat peta lampiran skala 1:100.000 pada 4
(empat) blok dan berlaku selama 60 tahun sampai dengan tanggal 25
November 2080
2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. SK.797/MENLHK/SEJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 17
September 2021 yang mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu hutan tanaman.
Dokumen Legalitas Perseroan
1) Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 35 tanggal 24 Oktober 2011 oleh Notaris
Imam Sudjono Hermanto, SH Kota Surabaya dan tersedia Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manuasis Nomor : AHU-56019.AH.01.01. Tahun 2011.
2) Akta Perubahan Terakhir dengan Akte No. 8 tanggal 23 Desember 2024, oleh
Notaris Wasi'ah, S.H, Sp.N. Susunan Pengurus Perusahaan:
a) Komisaris : Purba Rakhmad Yudhanto
b) Direktur - Ir. Fandi Utomo
3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No.
0203010041241
4) NPWP atas nama PT Silva Selaras Utama No. 03.177.906.9-606.000.
b. Verifier 1.1.1.b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A
jika tidak ada)
Nilai Memenuhi
Uraian singkat Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah
justifikasi di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan pada PBPH sebagai berikut :
1. PPKH PT Kaltim Prima Coal SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl
Nomor : SK.1252/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/12/ 20222 tgl. 15 Desember 2022
yang berada di Blok | dengan areal overlap di PT SSU seluas 565,77 Ha.
2. Perkebunan Kelapa Sawit yang overlap dengan PT SSU di Blok IIl dengan
areal overlap seluas 128,58 Ha.
2. PRINSIP 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
a. Verifier 2.1.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan

lampiran- lampirannya.

Nilai

Memenuhi
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Uraian singkat
justifikasi

PT SSU memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)
Tahun 2021 Periode Tahun 2021 - 2030 beserta peta lampirannya skala 1:50.000
yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. SK.5004/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan dokumen RKUPH periode 2021-2030 yang

mengacu kepada RKUPH Multi Usaha Kehutanan dan telah disahkan sesuai

dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9826/MenLHK-

PHL/PUHP/HPL.1/9/2023 tanggal 13 September 2023. Terdapat lampiran RKUPH

Perubahan berupa Peta RKUPH Periode 2021-2030 skala 1:100.000 yang dibuat

oleh GANISPH Canhut.

Dalam dokumen perubahan RKUPH yang disahkan, PT SSU merencanakan

kegiatan sebagai berikut :

1) Luas areal yang direncanakan seluas +35.640 Ha terdiri atas Kawasan Lindung
dan Pelestarian Tumbuhan Satwa Liar seluas £13.710 Ha dan Areal Budidaya
seluas £21.930 Ha.

2) Jenis kegiatan usaha berupa Multiusaha Kehutanan dengan Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan

3) Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan kayu :

a) Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami dengan sistem TPTJ

b) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman dengan sistem
silvikultur THPB
4) Pemanfaatan HHBK jenis Aren dengan pola agroforestry melalui kemitraan
kehutanan seluas +466 ha dengan potensi produksi sebesar £23.206.800.000
liter per 7 tahun
5) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan :
a) Kegiatan Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon
b) Kegiatan Pemanfaatan Air sebesar 30.000 m3/tahun yang terletak pada 6
lokasi

b. Verifier 2.1.2.a

Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya vyang disusun berdasarkan
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang
kehutanan

o Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan
oleh pejabat yang berwenang.

o Petarencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Nilai Memenuhi
Uraian singkat Dokumen RKUPH
justifikasi PT SSU memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)

Tahun 2021 Periode Tahun 2021 - 2030 beserta peta lampirannya skala 1:50.000
yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. SK.5004/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan dokumen RKUPH periode 2021-2030 yang
mengacu kepada RKUPH Multi Usaha Kehutanan dan telah disahkan sesuai
dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9826/MenLHK-
PHL/PUHP/HPL.1/9/2023 tanggal 13 September 2023. Terdapat lampiran RKUPH
Perubahan berupa Peta RKUPH Periode 2021-2030 skala 1:100.000 yang dibuat
oleh GANISPH Canhut.
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Dokumen RKTPH

1)

RKTPH Tahun 2024 PT SSU yang disusun melalui aplikasi SIPASHUT dan
disahkan oleh Direktur PT SSU melalui SK No. 01/Kpts/Dir/RKT-SSU/111/2024
tanggal 17 Maret 2024 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2024 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 skala 1 :
100.000. Adapun target Pemanfaatan Kayu RKTPH Tahun 2024 dengan
rincian sebagai berikut :

a) Murni TPTJ volume 87.781,36 m3

b) Murni THPB luas 3.494 Ha Volume 19.044,07 m3

c) Carry Over TPTJ volume 55.650,31 m3

d) Carry Over THPB luas 5.778 Ha Volume 27.899,08 m3

RKTPH Tahun 2025 PT SSU telah diterbitkan dan disahkan sesuai dengan
keputusan Direktur PBPH PT Silva Selaras Utama Nomor : 01/Kpts/Dir/RKT-
SSU/XI1712024 tanggal 31 Desember 2024 berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2025. Dokumen ini dilampiri dengan peta RKT skala 1:100.000.
Target Pemanfaatan Kayu RKTPH Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut

) Murni TPTJ luas 2.550,96 Ha Volume 95.390,98 m3
) Murni THPB luas 1.938,27 Ha Volume 15.683,19 m3
) Carry Over TPTJ luas 2.420,48 Ha Volume 108.381,69 m3
d) Carry Over THPB luas 2.768,32 Ha Volume 18.541,39 m3

RKTPH Tahun 2026 PT SSU telah diterbitkan dan disahkan sesuai dengan
keputusan Direktur PBPH PT Silva Selaras Utama Nomor : 01/Kpts-
Dir/lSSU/RKT/XI1/2025 tanggal 30 Desember 2025 berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2026. Dokumen ini dilampiri dengan peta RKT skala
1:100.000. Target Pemanfaatan Kayu RKTPH Tahun 2024 dengan rincian
sebagai berikut :

a) Murni TPTJ luas 2.275,49 Ha Volume 102.684,38 m3

b) Murni THPB luas 5.276,14 Ha Volume 454.824,48 m3

c) Carry Over TPTJ luas 2.275,49 Ha Volume 102.684,38 m3
d) Carry Over THPB tidak ada target produksi

o T QO

Penugasan GanisPH CANHUT

1)

2)

Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH
Perencanaan Hutan atas nama Fajar Tedy Anggoro Register No. 01200002800

Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH
Perencanaan Hutan atas nama Elipson Sianipar Register No. 01240017214,
Persetujuan Penugasan No. 111224047 tanggal 23 Desember 2024
Penempatan No. 118220845189.

Peta Lampiran RKTPH Tahun 2026 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH
Perencanaan Hutan atas nama Elipson Sianipar Register No. 01240017214,
Persetujuan Penugasan No. 111224047 tanggal 23 Desember 2024
Penempatan No. 118220845189

C. Verifier 2.2.1.a

Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya

1)

Nilai Memenuhi
Uraian singkat PT SSU telah mengunggah hasil ITSP pada SIPUHH yang merupakan hasil ITSP
justifikasi dan rekapitulasi hasil ITSP pada areal sebagai berikut :

Rekapitulasi LHC areal TPTJ RKTPH Tahun 2024 Murni seluas 1.899 Ha
dengan volume pada seluruh jenis dan seluruh diameter sebesar 471.527,17
m3
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2) Rekapitulasi LHC areal THPB RKTPH Tahun 2024 Murni seluas 2.365 Ha
dengan volume pada seluruh jenis dan seluruh diameter sebesar 19.044,07 m3
3) Rekapitulasi LHC areal TPTJ RKTPH Tahun 2025 seluas 800 Ha dengan
volume pada seluruh jenis dan seluruh diameter sebesar 289.276,40 m3.

4) Rekapitulasi LHC areal THPB RKTPH Tahun 2025 dengan volume pada
seluruh jenis dan seluruh diameter sebesar 11.723,60 m3.

5) Rekapitulasi LHC areal TPTJ RKTPH Tahun 2026 seluas 816 Ha dengan
volume pada seluruh jenis dan seluruh diameter sebesar 78.346,17 m3

6) Rekapitulasi LHC areal THPB RKTPH Tahun 2026 seluas 348 Ha dengan
volume pada seluruh jenis dan seluruh diameter sebesar 5.276,58 m3

ITSP pada RKTPH Tahun 2024 dilakukan oleh GANISPH Canhut atas nama Fajar

Tedy Anggoro Register No. 01200002800. Sedangkan ITSP pada RKTPH Tahun

2025 dan RKTPH Tahun 2026 dilakukan oleh GANISPH Canhut atas nama Elipson

Sianipar Register No. 01240017214.

Hasil observasi lapangan sebagai berikut :

1. Pada areal THPB RKT 2026 Batas Petak BB-15 dan BA-15 dengan koordinat N
01015’ 46,48" dan E 1170 33’ 48,94"

2. Pada areal THPB RKT 2026 Batas Petak AZ 13 dan AZ-14, dengan koordinat
N 01914’ 41,26” dan E 1170 33’ 8,45

3. Pada areal TPTJ RKT 2025 (CO RKT 2024) Petak BM-10 juga ditemukan
adanya penandaan hasil cruising pada pohon yang tidak ditebang.dengan
koordinat N 01021’ 57,17” dan E 1170 30’ 59,55

d. Verifier 2.2.1.b

Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal
yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di
lapangan.

Nilai Memenuhi
Uraian singkat Terdapat penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang atau kawasan yang
justifikasi dilindungi pada blok tebangan RKTPH Tahun 2026 di lapangan, sebagaimana

tergambar dalam Peta RKTPH yang disahkan secara self approval,
Terdapat pemasangan Plang Kawasan lindung antara lain :

BA Pemasangan Plang SS Muara Bulan
BA Penandaan Batas SS Nyuaring

BA Penandaan Batas SS Muara Bulan

BA Pemasangan Plang SS Muara Mansak
BA Penandaan Buffer Zone Berium

BA Penandaan KPSL

BA Penandaan KPS (Kars)

BA Pemasangan TMA di Sungai Betung

NSO~ =

Hasil observasi lapangan :

1) Plang SS Betung koordinat N 01° 21’ 50,84” dan E 1170 32’ 19,31

2) Tanda Batas SS Betung koordinat N 01° 21° 51,14” dan E 1170 32" 19,12

3) Plang SS Muara Bulan koordinat N 019 15’ 24,18" dan E 1179 33’ 50,15"

4) Plang Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) koordinat N 01° 21’ 51,51” dan E
117032’ 17,82

e. Verifier 2.2.1.c

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
implementasinya di lapangan.

Nilai Memenuhi
Uraian singkat PT SSU membuat batas blok dan petak tebangan RKTPH Tahun 2025 maupun
justifikasi RKTPH Tahun 2026 di lapangan sebagai berikut :
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1) Batas blok RKT PH 2026 Blok Ill koordinat N 01° 16’ 22,78" dan E 117° 33’
50,48

2) Batas petak BC 15 dan BB 15 RKT 2026 koordinat N 01° 16" 18,37” dan E 1170
33' 49,15

3) Plang Batas petak BA 15 dan BB 15 RKT 2026 koordinat N 019 15" 46,51” dan
E 117033’ 48,85

4) Plang Batas petak BA 14 dan BA 15 RKT 2026 koordinat N 010 15’ 18,6” dan E
117033 40,42

5) Batas petak BA 14 dan AZ 14 RKT 2026 koordinat N 010 15" 14,24" dan E 117°
33’ 35,00

6) Batas petak BM 9 dan BM 10 RKT 2026 koordinat N 010 22" 16,79" dan E 1170
31" 35,00

7) Corner petak AZ 13/AY 13/AZ13/AZ14 koordinat N 01° 14’ 41,32 dan E 1170
33 8,08”

8) Corner petak BN 10/BM 10/BN 11/BM 11 koordinat N 01° 22" 16,48" dan E 117°
31" 17,48

f. Verifier 2.2.1.d

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.

Nilai Memenuhi
Uraian singkat PT SSU diverifikasi merencanakan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal
justifikasi penebangan untuk pembangunan HTI khususnya pada areal THPB dan TPTJ
sebagai berikut :
Lokasi pemanfaatan kayu tumbuh alami pada Blok Il RKT 2024 telah dilakukan
penanaman kembali jenis Eucalyptus seluas 395,53 Ha pada lokasi Blok Il.
Terdapat kesesuaian letak dan lokasi pemanfaatan kayu dan lokasi penanaman HTI
di lapangan dengan sampling uiji petik di Petak C-015 koordinat N 01° 09’ 58,0 dan
E 117029’ 37,1” dan koordinat N 01° 09’ 59,0 dan E 1170 29’ 27,8” dengan kondisi
areal yang sudah ditanami Eucalyptus berumur 1-2 tahun.
3. PRINSIP 3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat
a. Verifier 3.1.1.a Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
Nilai Memenuhi
Uraian singkat PT SSU telah melakukan penatausahaan kayu secara online menggunakan
justifikasi SIPUHH Online. Terdapat sarana dan prasarana, personil dan jaringan internet

yang mencukupi untuk penatausahaan kayunya.

Selama periode audit PT SSU telah menerbitkan Buku Ukur yang diunggah pada
SIPUHH yang seterusnya telah diterbitkan LHP dari hasil pemanfaatan kayu
tumbuh alami pada RKTPH Tahun 2024 dan 2025, sedangkan pada RKTPH Tahun
2026 belum terdapat produksi kayu.

Selama periode audit bulan Agustus 2024 s.d. Maret 2026 PT SSU telah
menerbitkan LHP sebagai berikut :

No NoLHP TgILHP TOTAL
Btg m3
1 | 05/LHP-KB/TPTJ/NVIII2024 26/08/2024 485 2.518,63
2 | 06/LHP-KB/TPTJ/VIII/2024 30/08/2024 92 450,94
3 | 07/LHP-KBS/TPTJ/IX/2024 14/09/2024 1.063 200,85
4 | 07/LHP-KBS.K/TPTJ/IX/2024 16/09/2024 20 12,67
5 | 08/LHP-KBK/TPTJ/IX/2024 30/09/2024 125 25,00
6 | 09/LHP-KB/TPTJ/X/2024 22/10/2024 94 71,06
7 | 10/LHP-KBB/THPB/SSU-KRG/XII/2024 06/12/2024 109 249,66
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8 | 11/LHP-KBB/THPB/SSU-KRG/XII/2024 19/12/2024 79 259,66
9 | 12/LHP-CO/KBB/TPTJ/SSU-KRG/XII/12024 | 28/12/2024 596 2.351,25
10 | 13/LHP-CO/KBB/TPTJ/SSU-KRG/XII2024 | 30/12/2024 18 61,89
11 | 14/LHP-CO/KBB/TPTJ/SSU-KRG/XII2024 | 31/12/2024 384 1.542,23
12 | 15/LHP-CO/KBB/TPTJ/SSU-KRG/XII/2025 | 06/12/2025 98 463,84
13 | 16/LHP-CO/KBB/TPTJ/SSU-KRG/XII2025 | 26/12/2025 89 316,09

TOTAL 3.252 8.523,77

PT SSU menetapkan lokasi simpul PUHH sebagai berikut :

1) Penetapan Lokasi TPK Hutan untuk RKTPH tahun 2026 sesuai keputusan
Direktur PT SSU No. 02/SK-Dir/SSU/I/2026 tanggal 3 Januari 2026 pada
koordinat N 01918’ 13" E 117031"21"; N 019 17" 41" E 1170 31’ 54" dan N 010
18' 52" E 1170 32’ 29”; sedangkan untuk RKT 2025 sesuai keputusan Direktur
PT SSU No. 02/SK-Dir/TPK-H/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 pada koordinat
N 00049 04,9" E 117028’ 22,9";

2) Penetapan lokasi TPK Antara berdasarkan keputusan Direktur PT SSU No.
SK-01/SK-KDU/Pel-TPKA/SSU/I/2026 tanggal 3 Januari 2026 yang berlokasi di
Desa Karangan Seberang seluas 2,22 Ha di tepi sungai Karangan pada
koordinat N: 01° 20" 14”; E: 117" 42" 10" dan sekitarnya. Sedangkan untuk
tahun 2025 ditetapkan sesuai keputusan No. 01/SK-DIR/TPK-A/SSU//2025
tanggal 10 Januari 2025 pada lokasi yang sama di Desa Karangan Seberang.

PT SSU telah melakukan penatausahaan kayu secara online menggunakan
SIPUHH Online dan terdapat Operator SIPUHH atas Hartono sesuai SK No.
01/SSU-SP/XII/2026 tanggal 7 Januari 2026. GANISPH Penerbit LHP atas nama
Sofyar Satrio Utomo Reg. No. 23240022588 engan penugasan No. 130725019 dan
Penempatan No. 114820693566.

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di
TPK Hutan pada koordinat N 01° 20’ 03,8" E 1170 32’ 40,5”; menunjukan
keberadaan stok kayu dan penandaan yang sesuai.

Hasil pengecekan pada SIPASHUT diketahui PT SSU telah mengunggah peta RKT
2024, 2025 dan 2026 dengan polygon Geo Lokasi pada SIPASHUT sesuai
ketentuan SE No 4 Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis
Peningkatan Informasi Ketelusuran Sumber Bahan Baku Produk Kehutanan Dalam
Rangka Penerapan SVLK+.

b. Verifier 3.1.2.a

Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen
angkutan yang sah

Nilai Memenuhi
Uraian singkat PBPH PT Silva Selaras Utama telah menerbitkan Dokumen SKSHHK. Dokumen
justifikasi SKSHHK telah diterbitkan untuk pengangkutan kayu log dari dari TPK Hutan ke

TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri sebagai berikut :

1) Pengangkutan Kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara disertai penerbitan
SKSHHK-KB sejumlah 180 Set SKSHHK-KB sebanyak 1.770 Batang volume
7.097,40 m3.

2) Pengangkutan Kayu dari TPK Antara menuju TPK Industri disertai penerbitan
SKSHHK-KB sejumlah 7 Set SKSHHK-KB sebanyak 2.324 Batang volume
10.386,95 m3

Penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH di TPK Hutan dan TPK Antara serta

diterbitkan oleh GANISPH PKB sebagai berikut :

1) Penerbit SKSHHK atas nama Bambang Adi Guna Register 23230009305
Penugasan No. 110125024 dan Penempatan No. 115941682012.
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2) Untuk RKTPH 2026 PT SSU memiliki GANISPH PKB Penerbit SKSHHK-KB
atas nama Dwi Anugra Register No. 23240022589 dengan Penugasan No.
130126048 dan Penempatan No. 116037482917

3) Petugas P3KB di TPK Antara atas nama Hartono Register No. 23230005611
dengan Penugasan No. 110225045 dan Penempatan No. 111460544856.

Dari Laporan Mutasi Kayu Bulat PT SSU tercatat memiliki Stok Kayu sebagai

berikut :

No Uralan TPK Hutan TPK Antara
Btg M3 Btg M3
1 | Stok Awal (1 Agustus 2024) 122 22536 | 1.109 | 4.241,01
2 | Penambahan (Agt 2024 — Maret 2026)
a | LHP 3.252 | 852377
b | Kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara 1.770 | 7.097,40
3 | Pengurangan
a | Kayu Keluar TPK Htn ke TPK Antara 1.770 | 7.097,40
Kayu Keluar TPK Antara ke Industri 2.324 | 10.386,95
c | DKDS 110 215,63
4 | Stok Akhir 1.604 | 1.651,73 445 735,83

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengukuran stok kayu di TPK Hutan pada koordinat
N 01°20’03,6" E 117° 32’ 40,5" dijumpai adanya tumpukan kayu hasil produksi
pada RKT 2024 dan 2025 yang dilakukan pengukuran sebanyak 100 batang dan
membandingkan dengan Buku Ukur dan LHP diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jenis Kayu ; Sesuai

2. Jumlah Kayu . Sesuai

3. Perbedaan Volume: 0,4% (Berdasar LHP sebanyak 100 Batang volume 351,16
m3, dan hasil pengukuran sebanyak 100 Batang volume
352,58 m3, selisih volume pengukuran 1,42 m3 atau
0,4%) di bawah toleransi selisih pengukuran kayu sebesar
5%

C. Verifier 3.1.3.a

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.

Nilai Memenuhi
Uraian singkat PT Silva Selaras Utama telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui
justifikasi SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, antara lain

sebagai berikut :

- Terdapat penandaan pada bontos kayu berupa label warna kuning yang berisi
id barcode.

- Penandaan kayu bulat pada bontos berupa :
Label ecolin/ karpet warna kuning putih yang berisi Nomor Produksi.
Label warna kuning yang berisi id barcode.
Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi.

Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.
Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu diketahui bahwa kayu hasil produksi PT
SSU dapat ditelusuri asal usulnya melalui SIPUHH Online.

d. Verifier 3.2.1.a

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.

Nilai

Memenuhi
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Uraian singkat
justifikasi

Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH PT SSU dapat
diverifikasi bahwa Billing PNBP atas PSDH dan DR telah diterbitkan sesuai dengan
LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Besaran PNBP PT SSU selama periode audit adalah sebagai berikut :

1) Penerbitan Billing DR Periode Agustus — Desember 2024 sebesar US$
51.637,50 dan IDR 1.082.557.585,-

2) Penerbitan Billing PSDH Periode Agustus — Desember 2024 sebesar IDR
632.198.400,-

3) Penerbitan Billing DR Peride Januari — Desember 2025 sebesar IDR
189.522.990,-

4) Penerbitan Billing PSDH Peride Januari — Desember 2025 sebesar IDR
63.174.330,-

5) Penerbitan Billing PSDH dan DR tahun 2026 NIHIL

Seluruh tagihan PNBP atas PSDH dan DR hasil pemanfaatan kayu periode audit

telah dibayar lunas oleh PT SSU sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN)

dan Nomor tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan dari SIPNBP.

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT SSU, diverifikasi bahwa seluruh LHP
yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada
saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP.

Verifier 3.3.1

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi
awal)

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

PT SSU telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan
Sertifikat PHL No. 065.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda
SVLK dari LPVI PT Trustindo Prima Karya No. 52/SL-SVLK/017/SSU-1/9.2024
dengan Tanda SVLK bertuliskan Sustainable PHL-64-01-0078.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan
Nomor: Sustainable PHL-64-01-0078 yang dibubuhkan di ID-Barcode pada bontos
kayu dan pada dokumen SKSHHK-KB, yang merupakan dokumen pengangkutan

kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan menuju industri kayu.

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Pedoman
Penggunaan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Verifier 4.1.1

Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

PT SSU telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja
dan telah disahkan berupa dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana
Usaha dan/ atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Indistri (UPHHK-HTI) dengan luas konsesi + 35.640 hektar yang berlokasi
di Kecamatan Bengalon, Kaubun, Kaliorang, Karangan dan Sandaran Kabupaten
Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL
telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No.
503/0036/LINGK/DPMPTSP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.

Verifier 4.1.2.a

Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya

Nilai

Memenuhi
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Uraian singkat Dokumen RKL dan RPL PT SSU menjadi satu kesatuan dengan dokumen
justifikasi Adendum ANDAL dan RKL-RPL, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Timur melalui SK No. 503/0036/LINGK/ DPMPTSP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.
Hasil analisis data diatas, menunjukkan bahwa Dokumen RKL dan RPL PT SSU
telah mengacu pada Dokumen ANDAL serta konsisten telah mencakup keseluruhan
hasil evaluasi dampak.

Verifier 4.1.2.b

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan
matrik

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

PT SSU memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester Il tahun
2024, dan laporan pelaksanaan RKL RPL Semester | serta Semester Il Tahun 2025
dan terdapat bukti telah dilaporkan kepada instansi terkait tanggal 7 Mei 2026 (ada
bukti tanda terimanya) dan telah dialporkan secara on line melalui aplikasi SIMPEL
dengan tanda terima elektronik bahwa laporan telah dikirim (bukti tanda terima
laporan RKL/RPL PT SSU tanggal 19 Juni 2026).

Pelaksanaan RKL/RPL meliputi :

a) Papan himbauan tidak boleh membakar hutan koordinat N 019 16’ 11,15”
dan E 1170 33’ 45,87”

b) Himbaun Larangan Membakar Hutan dan Berburu Satwa RKT 2026
koordinat N 01920’ 10,15” dan E 1170 32" 40,15"

c) Plang Pelintasan Satwa Liar RKT 2026 koordinat N 01920’ 13,37" dan E
1170 32" 34,58"

d) Embung air RKT 2026 koordinat N 010 20’ 27,23" dan E 1170 32’ 20,49"

e) Papan Larangan Berburu Satwa di Lindungi RKT 2026 koordinat N 010 21’
14,74" dan E 1170 32' 22,15"

f)  Plang SS Betung koordinat N 01921’ 51,14” dan E 117019’ 22,13"

g) Papan Larangan berburu koordinat N 010 22" 4,64” dan E 1170 31’ 43,65

PRINSIP §

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Verifier 5.1.1.a

Pedoman/prosedur K3

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

PT SSU telah Menyusun dokumen identifikasi bahaya, resiko dan tindakan
pencegahan, penanganan K3 dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan
kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman.
Terdapat SOP yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
antaranya adalah :
- SSU-SOP-FCHSE-001 Investigasi Kecelakaan; terbit 01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-002 Inspeksi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja; terbit 01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-003 Pelayanan Kesehatan Kerja; terbit 01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-004 Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri;
terbit 01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-005 Penanganan Korban Kecelakaan Gawat Darurat; terbit
01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-006 Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Kerja; terbit
01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-007 Penilaian Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat
Kerja; terbit 01/09/2021
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- SSU-SOP-FCHSE-009 Pengoperasian dan Pemindahan Alat Berat; terbit
01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-011 Pemasangan Pelepasan Lockout Tagout; terbit
01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-012 ljin Pekerjaaan Khusus; terbit 01/09/2021
- SSU-SOP-FCHSE-013 Operasional Kendaraan dan KIMPER;. terbit
01/09/2021
Terdapat penanggungjawab pelaksanaan K3 berupa Kepanitiaan P2K3 sesuai
keputusan Direktur No. 01/FCHSE-SSU/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2023 dengan
Ketua Ir. Fandi Utomo Wakil Ketua Sofyar Satrio Utomo Sekretaris Armand
Misbachul M. dan Anggota (10 orang)

b. Verifier 5.1.1.b

Ketersediaan peralatan K3

Nilai Memenuhi
Uraian singkat PT SSU memiliki daftar peralatan K3 terdiri atas :
justifikasi Bulan Kumulatif
No. Peralatan Satuan -
Lalu s/d Bulan Ini
1 | Kotak P3K Buah 8 8
2 | Topi Pengaman / Helm Buah 48 48
3 | Sarung Tangan Pasang 48 48
4 | Sepatu Boots Pasang 48 48
5 | Kacamata Pengaman (Las) Buah 3 3
6 | Masker Kotak 5 5
7 | Tabung Pemadam Api Buah 6 6
8 | Radio Komunikasi Unit 4 4
9 apanduk / Papan Buah 6 6
imbauan

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang
dimiliki oleh PT SSU, yaitu berupa :

a) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara
lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Gudang spare part
dan sebagainnya.

b) Tersedia APD berupa Helm, Masker, Sepatu safety. Hasil pengamatan
lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut
pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik.

c) Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan peralatan P3K yang memadai
sesuai personil yang ada di lapangan.

d) Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelakaan.

e) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat keadaan darurat.
Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor.
Karena menggunakan sistem lalulintas jalan umum, maka rambu lalu lintas
sesuai dengan ketentuan berlalulintas di jalan umum

C. Verifier 5.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya

Nilai Memenubhi
Uraian singkat PT SSU telah menyusun dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja dengan
justifikasi membuat laporan triwulan P2K3 periode September Tahun 2024 sampai dengan

Maret 2026 yang disusun dan dilaporkan secara triwulan di dalamnya
mencantumkan catatan kejadian kecelakaan kerja. Laporan P2K3 tahun 2024 dan
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2025 dibuat oleh Admin dan diketahui oleh Manager Operasional yang memuat
kecelakaan kerja telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai bukti tanda terima yang
ditandatangani dan distempel oleh instansi.

Dalam laporan tersebut diketahui bahwa selama periode audit pada PT SSU tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja serta terdapat beberapa upaya yang telah
dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT SSU.

Verifier 5.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

Karyawan PT SSU masih belum membentuk serikat pekerja, namun perusahaan
telah memberikan kebebasan untuk berorganisasi. Dalam hal ini telah dibuktikan
dengan tersedianya Surat Pernyataan Direktur Utama PT SSU No 01/DU-
SP/BERSERIKAT/SSU/1X/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

Pada dokumen ini dinyatakan bahwa seluruh karyawan/ pekerja diberi kebebasan
untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi pekerja sesuai ketentuan
pemerintah kepada karyawan PT SSU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MR dan beberapa karyawan diketahui bahwa
sampai saat ini karyawan masih belum ada pengajuan untuk membentuk serikat
pekerja

Verifier 5.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

PT SSU tidak memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku yang
telah disahkan oleh instansi berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi PT SSU telah bersurat ke Disnakertrans
Prov. Kaltim terkait Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SSU
periode 2026 — 2028, tersedia bukti tanda terima tertanggal 26 Mei 2026)

Verifier 5.2.3

Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

Terdapat daftar karyawan yang bekerja di PT SSU periode Bulan Maret 2026.
Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi jumlah karyawan pada PT SSU sebanyak
52 (limapuluh dua) orang yang bekerja pada berbagai jabatan.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap laporan Data Karyawan PT SSU periode bulan
Maret 2026 dan wawancara dengan beberapa karyawan, diketahui bahwa tidak
terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Karyawan termuda pada atas nama Ananda Galang Priya Jhody yang lahir di
Pasuruan tanggal 22 September 2006 dengan nomor KTP 3514012209060002 dan
mulai bergabung dengan PT SSU pada tanggal 09 Januari 2026 sebagai Helper
Mekanik pada saat berusia 19 tahun 4 bulan
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Trustindo Cevtitication

KESIMPULAN

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada Standar Penilaian Kinerja PHL dan Standar VLHH Kayu,
diperoleh hasil audit khusus pengaktifan kembali sebagai berikut :

a) Total Nilai Kinerja PHL = 55,55 % atau berpredikat SEDANG; dan

b) MEMENUHI Standar VLHH Kayu

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Tanggal 1 22 Juli 2026

Pengambilan Keputusan
a) PT Silva Selaras Utama dinyatakan LULUS dengan Total Nilai Kinerja Indikator PHL mencapai 55,55%

dan MEMENUHI Standar VLHH Kayu.
b) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Silva Selaras Utama, nomor 065.SPHL.017 diaktifkan

kembali terhitung tanggal 23 Juli 2026 dengan predikat SEDANG.

S#narinda, 27 Juli 2026
lestindo Prima Karya
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